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ABSTRAK

Nama : Cecihia Masidin
Program Studi : Kenotariatan
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang beritikad Baik

Dengan Alat Bukti Kepemilikan Berupa Perjanjian Pengikatan
Jual Beli (PPJB) Dan Surat Pemnyataan Penyerahan Hak Dari
Pengembang PT MU

Perumahan dan permukiman yang layak, sehat, aman, serast dan teratur
merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting
dalam peningkatan harkat dan martabat, mutu kehidupan serta kesejahteraan
rakyat dalam masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945; Tanah adalah hal yang penting dalam kehidupan bangsa
Indonesia. Salah satu cara memperoleh tanah adalah melalui jual beli yang telah
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan
Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus dilakukan di hadapan pejabat yang
berwenang, Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan perumahan,
mengakibatkan makin berkembangnya usaha  yang bergerak di bidang
penyelenggara pembangunan pemukiman. Selain tunduk pada aturan yang
mengatur tentang pertanahan, mereka juga diatur oleh Undang-Undang nomor 4
tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman. Meski demikian banyaknya
aturan-aturan yang harus ditaati, dalam praktek sechari-hari banyak perusahaan
pengembang yang mensiasati ketentuan ketentuan tersebut dengan berbagai cara
antara lain dengan terobosan hukum dan hingga kini masth dilakukan dalam
praktek jual beli tanah yaitu dengan dibuatnya akta pengikatan jual beli (PIB), dan
bahkan dibuat secara bawah tangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui : 1) Apakah perjanjian pengikatan yang dibuat olch pengembang
secara bawah tangan adalah sah dan mengikat secara hukum? 2) Bagaimana
akibat hukum dan perlindungan hukum bagi pembeli apabila terdapat cacat
hukum dan waa prestasi dalam perjanjian secara bawah tangan tersebut? dan 3)
Solusi apa yang dapat dilakukan jika terjadi hal demikian? Penelitian ini bersifat
Nommatif Empirs , sedangkan data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan
penelittan lapangan. Dari hasil penelitan ini disimpulkan bahwa
Perlindungan hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam
perjanjian pengikatan jual beli terhadap pemenuhan hak-hak
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para pihak sangat tergantung kepada kekuvatan dari perjanjian pengikatan jual beli
yang dibuat, jika dibuat dengan akta dibawah tangan maka perlindungannya
sesuai dengan perlindungan terhadap akta dibawah tangan dan tidak mempunyai
kekuatan pembuktian secara hukum terhadap pihak ketiga, sehingga penyelesaian
yang dapat diambil adalah secara musyawarah mufakat atau melalui badan
peradilan. Berbeda halnya dengan kekuatan hukum dari  akta perjanjian
pengikatan jual beli hak atas tanah yang dibuat oleh Notaris dalam
pelaksanaan pembuatan Akta Jual Belinya adalah sangat kuat karena akta tersebut
merupakan akta notaril yang bersifat akta  otentik,  schingga kekuatan
perlindungannya sesuai  dengan perlindungan terhadap akta otentik, dan mempunyai
kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga.

Kata Kunci : Jual beli tanah— Pengikatan jual beli.
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ABSTRACT

Name : Cecilia Masidin
Study Program: Notary
Title : The Legal Protection Agains Good Faith Purchaser With

Evidence of Ownership In The Form of a Binding Agreement of
Sale and Purchase (PPIB) and a Statement of a Conveyance from
developer PT MU

Proper, healthy, safe, harmomious and well-organized housing and
residence is one of the basic human needs and forms a significant factor in the
increase of dignity and prestige, quality of life and public welfare in a fair and
prosperous society based on Pancasila and the Constitutton of 1945; Land is
essential in the life of the Indonesian nation. One of the ways to acquire land is
through sale and purchase stipulated in Government Regulation Number 24 of the
year 1997 concerning Land Registration and Government Regulation Number 37
of the year 1998 conceming Regulations on the Function of Land Titles Registrar
! Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) which has to be executed before an
authorized official. With the increasing demand for housing, resulting in the
growing business engaged in organizing the construction of residences. Other than
complying with the rules of land regulations, they are also governed by Law
Number 4 of the year 1992 concerning housing and residence. Despite so many
rules to comply with, in day to day practice there arc many developers trying to
get around such regulations in various ways, among others, by law breakthrough
which has been practiced until nowadays in the sale and purchase of land by
creating a binding sale and purchase deed (PJB), and even made unofficially. The
purpose of this research is to find out : 1) If the binding agreements unofficially
made by the developers are valid and legally binding? 2) What about the legal
consequences and legal protection for purchasers in the event of legal flaws or
default under the unofficial agreements? and 3) What solutions are taken in the
occurrence of such situations? This research is empirical normative, while the data
is obtained through library research and field research. From the results of this
rescarch it is concluded that legal protection in the event of default by any party in
a binding agreement of sale and purchase against the fulfillment of rights of the
parties highly depends on the legal force of the binding agreement of sale and
purchase made, if a deed is unofficially made then its protection shall be in
accordance with the protection of an unofficial deed and shall not have legal force
of evidence against any third party, thus the settlement taken shall be through a
mutual consensus or through the court of justice. On the other hand, the legal
force of a binding agreement of sale and purchase deed of land rights made by a
Notary in the implementation of the making of its Sale and
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strong as such deed is a notary deed which constitutes an authentic deed, thus its
legal force of protection shall be in accordance with the protection of an authentic
deed, and shall have legal force of evidence against any third party. The means to
assign land rights through National Land Agency / Badan Pertanahan Nasional
(BPN) is a sale and purchase deed made by a Land Titles Registrar / Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Keywords - Sale and purchase of land — Binding sale and purchase.
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BAB I
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN
Scjak manusia dilahirkan, tiga hal penting yang dibutuhkannya adalah

sandang, pangan dan papan. Dalam kehidupan bermasyarakat, kebutuhan
terhadap papan atau perumahan saat im sama pentingnya dengan
kebutvhan akan sandang dan pangan bahkan dapat dikatakan kebutuhan
gkan papan atau rumah leblh utama dlsampmg dua kebutuhan lainnya.
Dalam konsep hukmn tanah Indoncsxa;:-'dmyalakan bahwa pada dasarnya

Bangsa Indones:a. Jika dikajl lcblh jauh, péménuhan" kebutuhan akan
perumahan merupakan tanggung jawab Pemenntah, bahwa sehap orang
berhak hidup sejahtera lahir dan bathm, bertempat tmggal dan
mendapatkan lingkungan hidup yaog baik dan sehat sebagaunana
disebutkan dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (2) “Tiap-tiap
warga negara berhak atas pekerjaan dan pen'ghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.”™

Didalam Negara yang susunan kehidupan rakyamya, termasuk
perekonomiannya masih bercorak agraris seperti Indonesia, keberadaan
tanah adalah suatu keharusan. Mengingat tanah merupakan hal yang
penting dan bernilai, tidak jarang timbul masalah atau persengketaan
menyangkut tanah terutama dalam hai kepemilikan.

} Indonesia, Undarng Undang Pokok Agraria, UU po.5 tahun 1960, ps.1

? Indonesia, Undang Undang Dasar 1945, ps. 27 ayat (2)
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Oleh karena itu, guna mengatasi masalah pertanahan dan untuk 3
menciptakan keteraturan serta tertib administrasi dalam bidang pertanahan, o
negara scbagai organisasi kekuasaan yang ada di Indonesia berwenang
mengatur teniang pemiiikan, peruntukan, peralihan dan pendaftaran atas
hak bangsa Indonesta dan melalui Pemernntah Republik Indonesia,
dikeluarkanlah peraturan per Undang-Undangan tentang Pertanahan, yang
dikenal dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok Pokok Agraria, yang juga dikenal dengan Undang Undang
Pokok Agraria ( UUPA ). Tyjuan dikelvarkannya Undang-Undang Pokok
Agrana yang merupakan hukum pertanahan nasional antara lain untuk :

a) Meletakan dasar dasar bagx penyusunan Hukum Agraria Nastonal
yaog iakan mempakau ‘alat amtuk menithawa kemakmuran,
kebahagiaan dah keadilan: bagl -negara dah rakyat, terutama rakyat
tanx,dalainiﬁﬁgkamasyarakatadﬂdanmakmur
b) Meleta]dcan dasar dasar untuk mengadakan ke_c,atuan dan
c) Meletakkan dasar—dasar untuk memben.kan kepastlan hukum
: mengenm hak-hak atas tanzh bagi rakyat seluruhinya.’

Méskip_un sudah ada Undang Undang Pokok Agraﬁé, belum berarti
masalah pertanaban mienjadi selesai. Karena semangat Undang Undang
Pokok Agraria itu sendiri kurang dipatubi.* Tanah yang seharusaya uatuk
kepentingan mensejahterakan takyat dan berfungsi sosial, temyata di
jaman sekarang dijadikan komoditi dagang sehingga seningkali tidak lagi
sesuai dan tidak memperhatikan asas hukum perikatan jual beli yaitu
terang dan tunai khususnya dalam jual beh tanah dan/atau
bangunan..“Terang artinya jual beli tersebut harus dilakukan dihadapan

" pejabat umum yang berwenang. Tunai artinya harga jual belinya harus

dibayarkan secara tunai (lunas).”

? Ibid, hal. 29.
¢ Soerjadi Soerdidja, KOMPAS tgl.23-12-1999

*Irma Devita Pumamasari, Jenis-Jenis Hak Atas Tanah Yang Ada Di Indonesia (Bandung
: Kaifa, Juli 2010), hal. 16
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Asas terang atau transparan lebih diperuntukan bagi  perlindungan
konsumen, karena konsumen/pembeli bisa diganggu dan di rongrong bila
tanah yang dibelinya itu mempunyai cacat Hukum., misalnya tanah yang
diperjual belikan tersebut tersangkut kasus sengketa.

Dengan semakin bertarnbahnya populas: penduduk dan pertumbuhan
ekonomi di Indonesia, maka semakin meningkat pula kebutuhan akan
lahan pertanahan™ baik sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan
usaha“® yang berakibat makin meningkatnya juga harga tanah. Seiring dan
sejalan dengan hal tersebut, bismis atau usaha pembangunan lahan
permukiman yang dikenal deg,_gz_m Ind_l_x_sn'ial Estate juga berkembang pesat,
schingga banyak b-ermunculau perusahaan pcngembang/developcr, dan
menurut pcrkembangannya., usaha tcrsebut dapat meliputi  selain
penyedxaan tanahnya, juga bangtman—bangtman yang dlperlukan_, oleh
pengusaha industry yang bf:rsaulgkutan”7 | N 2

Untuk mencegah teqadmya persengketaan dalam_ .ldang pertanahan,
maka annsxpam yang dilakukan oleh Pememltah. guna . menunjang
pelaksanaan pembangunan, adalah dengan mengganskan kebljaksanaan
serta mengeluarkan peraturan-peraturan yang mengatur tenta.ng hal itu.
Karcna “Apabila tidak ada pengaturan dari Negara, pcmntukan dan

kepemilikan tanah bisa kacau™

Ketentuan yang paling sigmfikan untuk mencegah sengketa dalam
bidang pertanahan dikartkan dengan usaha Industrial Estate adalah bahwa

*Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia dalam Himpunan Peraturan-Peraturan

Hukum Tanah | Penjelasan Atas Peroturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997
Tentang Pendaftaran Tanah, umum, hal. 553

"Departemen Dalam Negeri, Peraruran menteri Dalam Negeri Tentang Ketentuan-

Ketentuan mengenai Penyediaan Dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan,
Permendagri Nomor 5 Tahun 1974, ps.6 ayat |

*Irma Devita Purnamasari, Jenis-Jenis Hak Atas Tanah Yang Ada Di Indonesia, hal. 1
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-

usaha pembangunan perumahan tidak boleh diselenggarakan dengan
menggunakan tanah pihak lain®

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 menyatakan
bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah
adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman pidana'® Akan
tetapt dalam prakteknya bisa terjadi bahwa pengembang bukanlah permlik
tanah tetapi hanya bertindak selaku pembangun dan pengelola sehingga
tanah tersebut berikut bangunan yang didirikan diatasnya dapat dijual
kepada konsumen yang membutubkan, dan diantara pemilik tanah dan
pengembang yang bersangkutan tegahn satu kerja sama

Kendati pcmcnntah sudah melakukan daya upaya pencegahan dan
penertiban dalam lmgkup pertanahan dcngan mcngeluarkan berbagai
ketentuan ; per mdang—undaugan deugan segala pcraiuran pelaksanaannya,
tetapi mas:h saja - tegadl kasus kasus persengketaan 1anah., sehingga
mengaklbalkau keruglan d1 plhak konsumcn/pembch karena tanzh yang
dljual oleh pengembang ber statiis sengketa yang kemungkman terjadi
karena pengembang belumn mepyelcsalkan kcwa_uban-_kewaj:bannya
dalam masalah pembebasan tanah, afau’bisa juga terjadi Karena kaitan
dengan pewarisan, dan masih banyak lagi hal-hal yang biasa jédi penyebab
persengketaan dalam bidang pertanaham, atau “sengketa tanah yang
timbul sebagai akibat letak dan batas bidang bidang tanah tidak benar™"!

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu cara untuk memiliki rumah,
adalah dengan. melakukan suatu findakan hukum yaitu melakukan
transakst jual beli. Dewasa ini transaksi  jual beli dapat dilakukan

- dengan cara pembayaran secara

’Departemen Dalam Negeri, Peraturan menteri Dalam Negeri Tentang

Ketentuan-Ketentuan mengenai Penyediaan Dan Pemberian Tanah Untuk Keperluan Perusahaan,
ps. 5 ayat3

“Indonesia, Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian

Tanah tanpa ljin Yang Berhak Atau Kuasanya, ps. 2 dan ps. 6.

YBoedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia dalam Himpunan Peraturan-Peraturan

Hukum Tanah, hal. 555.
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tunai maupun  kredit. Untuk pembelian secara
tunai, prosedur yang ditempuh oleh pembeli
cukup dengan mecmbayar sejumlah uang  sesuai  dengan
harga yang telah ditentukan oleh pengembang, kemudian pengembang
mengurus  surat-surat  kepemilikan atas tanah yang dibeli tersebut ke
atas nama pembeli, kemudian
menyerahkannya kepada pembeli. Setelah segala surat menyurat

mengenai  kepemilikan rumah telah berada ditangan pembelt

maka  selesailah transaksi jual beli dengan
menggunakan cara tunai tersebut.

Untuk pembe!iz'm secara _kredit, pembel
harus menempuh _prosedur hukum yang
cukup paﬁjang " untuk dapat - memperoleh rumah

yang d.udamkannya. Dan mula1 melakukan pcmesanan atas rumah,
pembayaran ée_]umlah uang scbagal panjar / uang muka sebagal tanda
jadi, maupun  administasi sebagaimana yang di persyaratkan
pcngcmbang dan kemudian membayar cicilan seﬁap bulan selama
jangka waktau yang telah disepakati bersama oleh pembeh dan
pengembang. Dalam transaksi jual beli secara kredit inilah masalah kerap
timbul, diantaranya adalah ketika pembeli telah melunasi harga pembelian
yang artinya telah melunast seluruh cicilannya kepada pengembang,
sertifikat sebagai tanda bukti kepemulikan hak atas tanahnya tidak kunjung
terbit bahkan sampai bertahun-tahun.

Di dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang disebut juga Undang-Undang
Pokok Agraria (UUPA) disebutkan bahwa jual beli merupakan salah satu
cara untuk pemindahan hak kepemilikan atas tanah dan Jual beli tersebut
harus dilakukan dengan pembuatan akta otentik yang dibuat dihadapan
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang dikenal dengan nama Akta Jual
Beli.

Kebanyakan masalah yang timbul dalam transaksi jual beli tanah selain
mengenal obyek tanahnya sendiri, hal lainnya adalah lebih kepada hal-hal
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yang menyangkut aspek konsumen itu sendiri dikaremakan mereka
kebanyakan awam hukum, sehingga konsumen berada dalam posisi yang
lemah dan dirugikan serta menjadi objek dari aktifitas bisnis yang hanya
mencari  keuntungan sebesar-besarmya, melalui promosi promosi
penjualan  serta penggunaan perjanjian standard yang merugikan
konsumen'. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan “apa akibat hukum dan
bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli/konsumen dalam
permasalahan yang kerap timbul dalam transaksi jual beli secara angsuran
atas tanah dan rumah yang dibangun diatasnya oleh pengembang
sebagajmana dikemukakan dlalas'? |

Walaupun asas huk:um dalam bxdang pertanahan adalah terang dan
tunai, dalam kcnyataamya karcna tidak- djatu:r dalam Undaog-Undang,
maka banyak perusahaan pengembang melakukan transak51 jual bel: tidak
secara tunai dan terang dengan mcnerapkan —Surat‘ chanjlan Pengikatan
Jual Beh (SPPJB) karcna m:msakSL ]ual beh nya dﬂakukan secara
angsuran dimana ditentukan bahwa barang yang dibeli“itu. baru menjadi
hak milik pembeli, nant sesudah dibayar lunas. Scbelum harga barang
lunas, pembeh itu sesunggubinya bukan pembch tetapl penyewa dan jual
belinya disebut sewa beli (huurkoop ”'3
Jadi pada dasamya, pembeli hanya penguasaan fisik saja dan secara
hukum hak kepemilikan atas tapah tetap pada penjual. Perjanjan
Pengikatan Jual Beli (PPJB) juga biasa diterapkan oleh pengembang dalam
hal bangunan diatas tanah yang akan dibeli belum selesai dibangun atau
belum dibangun sama sekalt oleh pengembang, jadi masih berupa tanah
kosong atau tanah kavling.
Beberapa contoh kasus yang disebutkan tadi merupakan kasus kasus
penycbab tmbulnya Peganjian Pengikatan Jual Beli (PPIB) oleh

Iz!ndonesia._ Penjelasan Tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor § Tahun 1999,

TLN RI NOQ. 3821

B ling Partadireja, Pengetahuan & Hukum Dagang, hal. 25.
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pengembang, tanpa melihat segi keamanan dari sisi Hukum dan
perlindungan hukum bagi konsumen, schingga dapat memmbulkan
masalah Legalitas Formal, karena apabila telah diperanjikan sesuatu hal,
akan tetapi dalam praktiknya obyek perjanjian tersebut belum diserahkan,
maka perjanjian tersebut dianggap tidak ada atau belum ada."

Yang lebih beresiko lagi bagi timbulnya suatu masalah hukum, karena
dalam praktiknya ada juga pengembang yang menerapkan Perjanjian
Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat secara bawah tangan. Dalam hal
PPJB dibuat secara bawah tangan, maka pada tahap awal pembelian ramah
secara angsuran, antara pengembang dengan koosumen / pembeli
dilakukan kesepakatan bersama- .dz'm .-'te_r'_t!.l_lis dengan mepanda tangan
pérjanjian yang dinamakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang
dipersiapkan bieﬁ pengembang dan pcnandatauganannya berlangsung
hanya diantara kedia belah pihak 'yaitl:l. agﬁm-pmgembmg dan pembeli.
Schjnég_a tentunya akan menilﬁbﬁlkan-bqnyak permasalahan dikemudian
hari terutarna apabila terjadi Wa-n.'prestasi, karena dari fakta yang terjadi di
Iapangan, serjng terdapat cacat hukum atas tanah yang dijual oleh
pengembang karena status tanah yang diperjual belikan tersebut masih
dalam status sengketa, ditambah Iagi dengan perikatan yang dibuat secara
bawah tangan dan juga konsumen yang awam hukum. Hal demikian dapat
saja terjadi karema pengembang hanya mengejar keuntungan sebesar-
besarnya dan target penjualan, dan juga adanya kebutuban pembeli yang
mendesak akan rumah,

Masalah lain yang dapat timbul dalam hal adanya cacat hukum
mengenai tanah yang diperjual belikan dalam sistem angsuran, yaitu
apabila konsumen atau pembeli yang membeli dengan sistem angsuran
akan melunasi sisa harga jual beli yang telah discpakati dan yang
dicantumkan dalam Perjanjian scbelum berakhirnya masa perjanjian/masa

kredit yang tercantum dalam perjanjian, akan tetapi pengembang menolak

MR Subekti, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional, (Bandung : PT Citra Aditya
Bakti, 1988), hal. 29.
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karena mereka tidak dapat melakukan proses hukum lebih lanjut
berkenaan dengan pendaftaran hak guna penerbitan sertifikat hak atas i
tanahnya, dan pengembang mengetahui bahwa terhadap tanah tersebut '

tidak dapat dilakukan penandatanganan Akta Jual Beli dihadapan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang merupakan keharusan dalam peraturan
pertanahan dan karena hal tersebut merupakan sebagian tugas pokok
Pejabat Pembuat Akta Tanah secbagal syarat untuk proses pendaftaran
pengalihan hak atas tanah dari pengembang kepada konsumen'®, karena '
rencana pelupnasan oleh komsumen/pembeli tersebut diluar perkiraan !
pengembang dimana mereka mcmperkn*akan bahwa sengketa atas tanah
yang mereka jual tfersebut dapat dlsclesaikan dan dmlenangkan oleh pihak '
pengembang sebelum masa angsuran berak}ur Apablla pembeli/konsemen '!

mengerh Hukum masaiah yang tegadz kem blsa berlanjut ke

Sebagmmana diketahui ‘sertifkat tanah . _ _m'q;m;; alat bukti
kepemilikan hak atas tanah yang kuat dan. mcmbenkan kepastian bukum '
bagi pexmhk. Akan tetapl ketentuan tcrsebut tidak mengurangl asas
pemberian pcrlmdungan yaag se:mbang antara permlik tanah dan pihak

yang memperoleh dan menguasainya dengan itikad baik. Seyogya nya
sengketa-sengketa pertanahan diselesaikan melalui musyawarah dengan
damat antara pihak-pihak yang terkait, sesuai .dengan falsafah yang i
tersurat dalam Pancasila yang merupakan dasar negara “baru setelah usaha
penyelesaian secara damai tidak membawa hasil, dipersilakan yang

bersangkutan menyelesaikannya melalui pengadilan. '

PIndonesia, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor
ITahun 2006, tertang Ketertuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun (998
Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akra Tanah, Bab 11 ps. 2.

¥Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia dalam Himpunan Peraturan-Peraturan
Hidom Tanah, hal. 556.
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B. POKOK PERMASALAHAN
Mengkaji dan membaca isi latar belakang yang dikemukakan diatas, maka
penulis ingin memfokuskan Pokok permasalahan yang akan dibahas
secbagai berikut :
1. Bagaimana keabsahan dan kekuatan hukum Perjanjian Pengikatan
Jual Beli dalam hal terjadinya cacat tersembunyi atas tanah yang
diperjual belikan dan wan prestasi dari pihak pengembang?

2. Apakah Perjanjian Peng:katan Jual Beli serta Surat Perjanjian
Penyerahan Tanah dan Banm.man dan pcngembang kepada pembeli
dapat membenkan perhndungan hukum bag1 si pembeli dan
menjadx dasar dalam hal mcmpcroleh Hak Atas Tanah?

C. METODE PENELITIAN

Mectode adalah proses pl’ulSlp prinsip dan tata cara  untuk
memecahkan sesuatu, scdangkan penehtlan adalah pemenksaan secara
hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah |
pengetabuan manusia. Oleh kzu‘enanya dapat diartikan bahwa Metode L
Penelitian adalah penelitian yaﬁg menyajikan bagaimapa caranya atau h
langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu pepelitian secara
sisimatis ~ dan  logis sehingga dapat dipertanggung jawabkan
kebenarannya'’ dan pada daszimya merupakan usaha pencarian jawaban

atas pertanyaan yang ingin diketahui oleh peneliti dan diharapkan dapat
memecahkan permasalahan yang ada secara tuntas, karcna tanpa metode
atau metodologi, seorang peneliti tak akan mungkin mampu untuk
menemukan, merumuskan, menganalisa maupun memecahkan masalah-

masalah tertentu untuk mengungkapkan kebenaran'® Penclitian dalam tesis

_ ini terbagi dalam :

YSutrisno Hadi, Metodologi Riset Nasional, (Yakarta : Rineka Cipta, 2001), hal. 46.

¥Soerjono Sockanto, Pengantar Penelitian Hukum, (UI-PRESS, 2010), hal. 13.
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1. Bentuk Penclitian :
Bentuk penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah
penelitian Normatif Empins.

Penelitian Normatif dilakukan dengan melakukan pengumpulan
data kepustakaan (library rescarch) atau data sekunder terutama dar
sisi peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang dapat
dikaitkan dengan penmasalahan dalam penulisan tesis ini

Penelitian Empiris merupakan penelitian terhadap data primer
dilapangan yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam
masyarakat, dengan mengadakan penehhan lapangan (ficld research)
berupa pengumpulan’ daia yang dl.lakukan dengan wawancara terhadap
masyarakat, dan pxhak—pihak terkalt atau dapat disebut juga
melakukan pcngka_uan terhadap norma hukum yang t tldak fertulis.

2. Slfat Penelltmn = g

SlfaUSpesxﬁkaSI penelltlan tcsis ini dldasarkan pada penelitian

yang dilakukan secara deskriptif analitis yang beronent:as: terhadap

pemecahan masalah. Penelitian yang bersifat desknptlf analitis

merupakan suatu penelitian yang mcnggambarkan, menelaah,
meunjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukun."”

3. Jenis Data dan Sumber Data :
1. Data Primer yaitu :
Data yang diperolch langsung dari masyarakat yang merupakan
data primer/data dasar (primaary data / basic data). Dalam penulisan
tesis ini Penelitian sumber data primer yaitu diperoleh langsung
dari masyarakat (responden) dilapangan melalui wawancara yang
dilakukan terhadap pihak pembeli/konsumen, PT. Bangun Cipta
Sarana (PT.BCS) yang melakukan penjualan tanah dan bangunan
melalui PT Misori Utama (PT. MU) dengan mempergunakan

' Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: U Press,1986), hal. 63.

UNIVERSITAS INDONESIA

Perlindungan hukum..., Cecilia Masidin, FH Ul, 2012

T E——————T




11

Pegjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) secara di bawah tangan,
Juga terhadap pejabat dan pegawai di lingkungan kantor pertanahan
Jakarta Utara dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

2. Data Sekunder/Data Kepustakaan :
Adalah data yang bersumber baik sumber hukum primer, sumber
hukum sekunder maupun sumber hukum tersier.

a) Sumber Hukum Pnmer berupa yurisprudensi, konvensi,
peraturan per undang-undangan yang berkaitan dengan jual
beli pada umumaya. dan jual beli tanah pada khususnya
antara lain Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlmdungan Konsumen, Undang C ‘ndang nomor 5 tabun
1960 tentang Perituran Dasar,” Pokok-Pokok Agraria
(UUPA), Kitab Undang Undang‘Huktmi érdar.a, Peraturan
Pemerintah Nomor 24 tahun . 199 3 Pendaftaran
Tanah, Peraturan Pemerisitah nomor 37 tahun 1998 tentang
Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tana}L

b) Sumber Hukum Sekunder berupa Rancangan Undang-
Undang (RUU), makalah, buku-buku, artikel artikel ilmiah |
yang berkaitan dengan penulisan tesis ini. :

c) Sumber Hukum  Tersier, berupa sumber yang
mengumpulkan, menganalisa dan mencerna sumber

sekunder, antara lain berupa kamus, abstrak, ensiklopedia,

buku panduan.

Alat Pengumpulan Data berupa
I. Studi Dokumen atau bahan kepustakaan

2. Wawancara atau inicrview

Tehnik Analisis Data
Analisis data adalah suatu kegiatan untuk meneliti, memeriksa,

mempelajari, membandingkan data yang ada dan membuat interpretasi
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yang diperlukan dan juga dapat dipergunakan untuk mengidentifikasi
ada tidaknya suatu masalah. Tehnik yang digunakan adalah Analisis
Deskriptif yang memberikan gambaran dengan jelas makna dari
indikator-indikator yang ada yatu peraturan-peraturan perundang-
undangan  yang  berlaku, kemudian membandingkan dan
menghubungkan antara indikator yang satu dengan indikator-indikator
lainnya. Dalam penelitian im penulis mepampilkan data-data
kualitatif/bersifat khusus yang dikumpulkan, dibahas, ditafsickan dan
dikumpulkan secara induktif, sehingga dapat memberikan gambaran
yang tepat mengenai hal_‘yang sebenarnya terjadi.

Bertolak dan pengcrtlan diatas, peneliti menggunakan metode
mduktlf untuk menylmpulkan hasil observasi, wawancara dan data-
data yang dlkumpulkan. Fakta-fakia empirs yang diternukan,
dlcocokan dengan landasan hukum dan pcmndang-undangan yang
bcrlaku_ ' :

D.  SISTIMATIKA PENULISAN
Penulisan tesis ini terbagi dalam 3 (tiga) Bab yang saling berkaitan

T e T BAB T PENDAHULUAN
Bab imi terdiri dari Uraian latar belakang masalah, Pokok

permasalahan , Metode penelitian dan Sistimatika penulisan.

BAB II :ANALISIS YURIDIS TERHADAP JUAL BELI DAN
PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) YANG
DIBUAT DIBAWAH TANGAN
Bab Il ini merupakan pembahasan yang terbagi dalam
beberapa sub bab yaitu :

Sub 2A. Tinjauan Umum mengenai Jual Beli menurut KUH
Perdata yang terdir dari sub 2A.1. Uraian tentang unsur-
unsur pokok dalam perjanjian jual beli, sub 2A.2. Hak dan

kewajiban penjual dan pembeli.
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Sub 2B. Tinjavan Umum Mengenai Jual Beli Hak Atas
Tanah dalam Hukum Tanah Nasional yang terdirt dan sub
2B.1. Pengertian Jual Beli, sub 2B.2. Prosedur Jual Beli dan
Proses pengalihan hak dalam jual beli tanah.

Sub 2C. Hasil Penelitian Dan Bahasan yang terdin dan sub
2C.l. Bahasan Mengenai Perjanjian pengikatan Jual beli
(PPJB) tentang: Sifat, Bentuk dan Isi Peqjanjian., sub 2C.2a.
Menguratkan  tentang studi  kasus contoh perjanjian
pengikatan jual beli yang dibuat dibawah tangan oleh
pengembang PT MU., sub 2C.2b. Analisis mengenai
permasalahan yang terjadi, akibat Hukum dan
Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Yang Membel
Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, sub 2C.3.
Akibat dan solusi bagi jual beli tanah berdasarkan Perjanjian
Pengikatan Jual Beli.

BABIII : PENUTUP
Bab Il i merupakan bab terakbir yang menutup seluruh
pembahasan penulisan dalam tesis ini. Dalam bab ini berisi
simpulan yang merupakan intisari daq bab yang telah dibahas dan
saran  untuk perbaikan guna memberikan rasa keadilan dan
perfindungan hukum bagi pihak pihak yang terkait dalamm suatu

perjanjian bawah tangan.

BAB IV : DAFTAR REFERENSI
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BAB 1}
ANALISIS YURIDIS TERHADAP JUAL BELI DAN
PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) YANG DIBUAT
DIBAWAH TANGAN

A. TINJAUAN UMUM MENGENAI JUAL BELI MENURUT KITAB
UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA

1. Uraian Tentang Unsur-Unsur Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli.

Jual Beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata adalah -

Suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk
menyerahkan hak atas suatu benda atau barang dan pihak yang lain
mempunyai kewajiban untuk membayar bharga yang telah
disepakati bersama.”

Isi pasal tersebut dapatlah diartikan lebih lanjut bahwa : !

a. Terdapat dua pihak yang saling mengikatkan din, yang masing-
masing mempunyai bak dan kewajiban yang timbul dari
perikatan jual beli tersebut.

b. Pihak yang satun berhak untuk mendapatkan/menerima
pembayaran dan berkewajiban menyerahkan suvatu kebendaan
dan pihak yang satunya lagi berhak untuk menerima suatu
kebendaan dan berkewajiban menyerahkan suatu pembayaran.

c. Hak bagi pihak yang satu merupakan kewajiban bagr pthak
lainnya, begitupun sebaliknya, kewajiban bagi pihak yang satu
merupakan hak bagi pihak yang lain.

d. Bila salah satu hak tidak terpenuhi atau kewajiban tidak
dipenuhi oleh salah satu pihak, maka tidak akan tegadi
penkatan jual beli.

* Kitab Undang Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh
Prof .R.Subekti, S.H dan R.Tjitrosudibio, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 2001) cet. Ketigapuluh

satu, ps. 1457.
'Hasanuddin Rahman, Contract Drafting, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 24.
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Dalam uraian isi pasal 1457 tersebut diatas disebutkan  bahwa
jual beli adalah suatu perjanjian, dan sebagaimana kita  ketahui
bahwa hal mengenai perjanjian / perikatan didalam KUH Perdata diatur
didalam buku kefiga yang menganut asas “Kebebasan Berkontrak”,
sebagaimana pula halnya bunyi pasal 1338 KUH Perdata:

“Semua perjanjian yang dibuat sccara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian yang tidak dapat ditarik kembali selain dengan
sepakat kedua belah pihak, atau karepa alasan-alasan yang oleh undang-

undang dmyatakan cukup untuk itu.
Suatu perjanjian harus dﬂaksanalcan ‘dengan itikad baik”

sehingga dapatlah dlkatakan bahwa dalam setlap pet_]an_llall yang dibuat
secara sah, paxa pﬂ]ak dapat dengan bcbas mcmpeganpkan apa saja dan
-membuat peganjlan dalam bentuk apapun, baik peganjzan secara lisan
maupun peganjlan secara tertul:s Akan tetapi dalam masa ‘sekarang ini
untuk dapat dlperglmakan sebagal alat bukti, peganjlan hamslah dibuat
secara tenuhs baik dalam bentuk akta dibawah tangan atau akta otentik?
Adapun sermuza peqanjlan yang dibuat secara szh sebagmmana dimaksud
diatas, berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya
asal saja tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan ketertiban

umum.
Dan isi ketentuan pasal 1338 tersebut dapatlah ditarik kesimpulan :

1. Semua perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka
yang membuatnya..
2. Perjanjian hanya dapat ditarik dengan kesepakatan para pihak

yang membuatnya.
3. Setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

2 Kitab Undang Undang Hukum Perdata {Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh
Prof R.Subekti, S.H dan R Tjitrosudibio, ps. 1338.

* Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Jakarta, alfabeta, 2004, hal. 74,
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Kesimpulan pada angka 3 dari pasal 1338 tersebut diatas, yang
menyatakan bahwa setiap persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad
baik, menunjukan bahwa itikad baik juga merupakan salah satu hal penting
dalam suatu persectujuan atau perjagjian, scbagaimana halnya diatur
dalam pasal 1341 KUH Perdata.™

Untuk memenuhi agar discbut sebagai suatu Perjamjian yang sah
menurut ketentuan dalam pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian yang
dibuat para pihak haruslah memenuhi 4 syarat yaitu >

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat m.mdkam;
3. Suatuhal tertcntu

4. Suafu sebab yang halal

Syarat pertama dan  kedua merupakan syarat subyekuf karena
berkzutan dcngan subyek dalam perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir
yaitu syarat ketlga dan ke empat di namakan syarat obyektlf karena
berkaitan mengenai perjanjiannya  scndin atau obyek dai perbuatan
hulum yang dilakukan itn.*® Apabila syarat obyektif tidak terpenuhi maka

*pasal 1341 KUH Perdata berbunyi : Meskipun demikian, tiap orang berpiutang boleh

mengajukan batalnya segala perbuatan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh si berutang
dengan nama apapun juga, yang merugikan crang-orang berpiutang, asal dibuktikan, bahwa ketika
perbuatan dilakukan, baik si berutang mavpun orang dengan atau untuk siapa si berutang itu
berbuat, mengetahui bahwa perbuatan’ itu membawa akibat yang merugikan orang-orang
berpiutang.

Hak-hak yang diperolehnya dengar itikad baik oleh orang-orang pihak ketiga atas

barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, dilindungi.

Untuk mengajukan hal batzlnya perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan cuma-cuma

oleh si berutang, cukuplah si berpiuntang membuktikan bahwa si berutang pada waktu melakukan
perbuatan itu tahu, bahwa ja dengan berbuat demikianmerugikan orang-orang yang mengutangkan
padanya, tak peduli apakah orang yang menerima keuntungan juga mengetahuinya atau tidak.

® Ibid, psl. 1320.

% Prof. Subekti, S.H, Hukum Perjanjian, cet. XIII (Jakarta : PT. Intermasa, 1991), hal. 17.
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perjanjiannya adalah batal demt hukum®’ artinya dari semula tidak pemah
dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.

Apabila syarat subyektif yang dimaksud dalam ayat 1 dan 2 pasal
1320 KUH Perdata tersebut tidak terpenuhi, membenkan alasan kepada
salah satu pihak dalam peganjian untuk membatalkan peranjian yang
telah dibuat olehnya™ Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah
pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya
(perizinannya) secara tidak bebas »° artinya salah satu pihak dapat meminta
kepada Hakim agar perjapjian itu dibatalkan, dan selama itu belum
dibatalkan atas keputusan Hakim, maka ja masih mengikat para pihak yang
membuatnya. Dikaitkan dengan pasal 1328 KUH Perdata yang berbunyi :

Penipuan merupakan suatu- ala&m lmtuk membatalk.an suatu
persetujuan, apablla tipu mushhat yang dlpakal oleh salah satu pihak

lain udak telah membuat penkatan itu J:ka ndak dllakukan tipu
muslihat tersebut. *®

Jelas dikatakan dalam pasal tersebut adanya unsur tipy muslihat
atau penipuan, yang melibatkan unsur kesehgajaan dari salah satu pihak
dalam perjanjian untuk mengelabui pihak lainnya demgan memberikan
mformasi yang tidak benar, yang pasti kalau tidak ada informasi yang
tidak benar itu, pthak lain terhadap stapa informasi yang tidak benar itu
diberikan, tidak akan memberikan kesepakatannya untuk tunduk pada

perjanjian yang dibuat tersebut®”

“prof Prof.Subekti, S.H., Hukum Perjanjian cet, 17, (Jakarta: PT Intermasa, 1998), hal.
22, '

BGunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Seri Hukum Perikatan, Hapusnya Perikatan,
Ed. 1. Cet. 1 (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 185.

? prof.Subekti, S.H., Hukum Perjanjian cet. 17, hal. 20,

®Kitab Undang Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh Prof
.R_Subekti, S.H dan R Tjitrosudibio, ps. 1328.

3! Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Seri Hukum Perikatan, Hapusnya Perikatan,
hal. 191.
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Informasi yang tidak benar dalam kasus yang diteliti oleh penulis
adalah menyangkut mengenai pemenuhan syarat obyektif, dimana tadi
telah dikatakan bahwa apabila syarat obycktif yang tidak terpenuhi maka
perjanjiannya adalah batal deri hukum, berarti dari semula secara yuridis
dianggap tidak ada peranjian/perikatan diantara para pihak. Sechingga
akibatmya adalah pihak yang satu tidak dapat menuntut pihak yang lain
dimuka Hakim karena tidak ada dasar hukvimnya.

Menilik isi Pasal 1457 KUH Perdata dapatlah dikatakan bahwa jual beli
adalah suatu perjanjian timbal balik yang menimbulkan kewajiban-
kewajiban dan karenanya hak juga kepada kedua belah pihak’™”

Lebih lanjut dinyatakan juga babwa dalam perjanjian jual beli ada
penyerahan suatu barang dan kewajiban untuk membayar suatu harga yang
disepakati, schirigga dapatlah disimpulkan bahwa dunsur-unsur pokok
(e,ssentjalia) dalam jual beli adalah barang dan harga, dikatakan
cssegéi%ilia ka:ena hal t_c_rﬂibut adalah unsur yang hams sclalu ada untuk
setiap perjanjian tertentu™ dalam hal ini adalah perjanjian jual-beli. Selain
unsur essepsialia tersebut, perjanjian jual beli lahir pada $aat tegjadinya
kesepakatan para pihak mengenai barang dan harga. Hal féfsebut sesuai
dengé'n unsur konsensualisme dalam hukum perdata sebagaimana diatur
dalam pasal 1458 KUH Perdata bahwa :

Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika
setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan
tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan,
maupun harganya belum dibayar.>*

921 Satrio, Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya), (Bandung : PT Citra Aditya
Bakti, 1992), hal. 36,

3Tan Thong Kie, Studi Notariat & Serba Serbi Prafaek Notaris (Jakarta : PT [chtiar Baru
Van Hoeve, 2007}, 405.

* Prof .R.Subekti, S.H dan R Tjitrosudibio, Kitab Undang Undang Hukum Perdata
[Burgerlifk Wetboek], ps. 1458.

UNIVERSITAS INDONESIA

Perlindungan hukum..., Cecilia Masidin, FH Ul, 2012




i9

Jual beli menurut KUH Perdata juga bersifat obligatoir, yang artinya
walaupun jual beli dianggap telah terjadi tetapi belum memindahkan hak
milik, ia hanya menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak yang

sepakat melakukan perjanjian jual beli.

2. Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli
Dalam bagian ini akan dibahas tentang hak dan kewajiban pokok
penjual dan pembeli. Adapun kewajiban penjual sebagaimana diatur
dalam pasal 1491 KUH Perdata **antara Jain -
* Yang Pertama Penjual wajib menyerahkan barangnya serta
menjamin pembeli dapat memlhkl bamng yang dibelinya itu

dengan aman dan tentram.

= Yang kedua penjual berkewajiban berfanggung. j
cacat-cacat yang tersembunyi atas barang te. ut.
Metihat kcwa_;lban yang pcrtama dari pen_;ual yaﬁﬁ mcnanpgung tenteram

atas barang tersebut mcrupakan Jaminan yang dlbenkan ‘oleh penjual
kepada pembeli bahwa barang yang dijual dan d_l[eve‘r. itu adalah
sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari ‘séstatu beban atau
tuntutan dari pihak ketiga. '

Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1471 KUH Perdata yang
menggariskan “jual beli barang orang lain adalah batal dan dapat
memberikan dasar untuk penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika st
pembeli tidak telah mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain”
merupakan konsekwensi yang timbu! darinya.

Sedangkan kewajiban pembeli adalah membayar harga barang yang
dibelinya sesuai kesepakatan bersama pada waktu dan ditempat yang
telah ditentukan sebagaimana diatur dalam pasal 1513 KUH Perdata., dan
apabila tidak ditetapkan ternpat pembayaran, maka pasal 1514 KUH

pasal 1491 KUH Perdata berbunyi, Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual
terhadap si pembeli, adalab untuk menjamin dva bal, yaits pertama penguasaaan benda yang dijual
secara aman dan tenteram; kedua terhadap adanya cacat cacat barang tersebut yang tersembunyi.
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Perdata mengatur bahwa pembeli harus membayar di tempat dan pada
waktu dimana penyerahan barangnya dilakukan.

Sehubungan dengan unsur obligatoir dalam perjanjian jual beli
menurut KUH Perdata, maka Pertanyaan yang timbul adalah kapan hak
milik nya beralith dari penjual kepada pembeli?.

Pasa] 1459 KUH Perdata menyatakan bahwa, “hak milik atas barang
yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya
belum dilakukan menurut pasal 612, 613 dan 616 KUH Perdata”.*
Mengenai apa yang dimaksud dengan penyerahan tersebut, Pasal 616
KUH Perdata menyatakan bahwa, “penyerahan atau penunjukan akan
kebendaan tak bergerak chlakukan dengan pengumuman akan akta
otentik yang bersangkutan dengan cara seperti ditentukan dalam pasal
620 KUH Perdata™’ |

*Ps. 612KUH Perdata : Penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh,
dilakukan dengan penyerahan yang nyatz akan kebenrdaan jtu ofeh atau atas nama pemilik, atau
dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan, dalam mana kebendaan itu berada.

Penyerahan tak perlu dilakukan, apabila kebendaan yang harus diserahkan, dengan
alasan hak lain telah dikuasai oleh orang yang hendak menerimanya.

Ps. 613 KUH Perdata : Penyerahan akan piutang-piutang atas namza dan kebendaan tak
bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentikatau di bawzh tangan,
dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain,

Peoyerahan yang demikian bagi si berutang tiada akibatnya, melainkan setelah
penyerahan itu diberitahukan kepadanya, atau secara tertulis disetujui dan diakuinya.

Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu;
penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan pemyerahan surat disertai
endosemen.

3ps. 620 KUH Perdata:  Pengumuman termaksud dilakukan dengan memindahkan
sebuah salinan otentik yang lengkap dari akta otentik atau keputusan yang bersangkutan ke kantor
penyimpan hipotik, yang mana dalam lingkungannya barang-barang tak bergerak yang harus
diserabkan itu berada, dan dengan membukukannya dalam register.

Bersama-sama dengan pemindahan tersebut diatas, pibak yang berkepentingan harus
menyampaikan juga kepada penyimpan hipotik, sebuah salinan otentik yang kedua atau sebuah
petikan otentik dari akta atau keputusan its, agar peunyimpan meuncatat didalamnya, han
pemindahan beserta bagian dan nomeor register yang bersangkutan.
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B. Tinjauan Umuimr Mengenai Jual Beli Hak Atas Tanah Dalam Hukum

Tanah Nasional

1.

Pengertian Jual Beli.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5
tahun 1960, hukum yang berlaku untuk pertanahan di Indonesia masih
bersifat dualisme. Adanya dualisme dalam hukum tanah bukan di
karenakan pemegang hak atas tanah berbeda Hukum Perdatanya,
mefainkan karepa perbedaan Hukum Tanah yang berlaku terhadap
tanahnya.®® Hal ini didasarkan pula pada kenyataan bahwa masih berlaku
dua macam hukum yang tﬁenjadi dasar bagi hukum pertanahan di
Indonesia yaitu. Hukum Adat dan Hukum Barat. Sehingga terdapat juga
duz macam tanah yaltu tanah Hak Adat (ta.nah Indonesxa) dan tanah Hak
Barat (tanah Empa) 4 Tanah Indonesia seperti tanah tanah dengan hak
adat yang dlsebut tanah- tanah hak adat sedangkan tanah tanah dengan hak
barat antara lain tanah hak Figendom, hak erfpacht, hak opstal disebut
juga tanah-tanah Eropa.

Mengenai pengertian “jual beli” menunit Hukum Adat itu sendiri
adalah suatu perbuatan pemindaban hak antara penjual kepada pembeli.
maka bisa dikatakan bahwa “jual beli” menurut hukum adat itu bersifat
“tunai” (kontan) dan “nyata” (konkrit)*® dengan kata lain jual beli tanah
adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan

Terang berarti perbuatan pemindahan hak tersecbut harus dilakukan
dihadapan kepala adat, yang berperan sebagat pejabat yang menanggung

* Prof. Boedi Harsono, Hukum Agraria, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok

Agraria, Isi dan Peloksanaannya, Jilid | Hukum Tanal Nasional, (Jakarta : Dijambatan, 2008},

hal. 53.

hal. 40.

¥ AP Parlindungan, Berbagai Aspek Pelaksanaan UUPA, (Bandung : Alumai, 1973),

£

“® K. Wantjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1973), hal. 30.
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keteraturan dan sahnya perbuatan pemindahan hak fersebut sehingga
perbuatan tersebut diketahui oleh umum.

Tunai berarti, bahwa perbuatan pernmndahan hak dan pembayaran
harganya dilakukan secara serentak. Oleh karena itu, maka tunai berarti
harga tanah dibayar secara kontan, atau baru dibayar sebagian (tunai
dianggap tunai). Dalam hal pembeli tidak membayar sisanya, maka
penjual tidak dapat menuntut atas dasar terjadinya jual beli tanah,
akan tetapi atas dasar hukum utang 1:iiutang."I

Setelah berlakunya UUPA nomor 5 tahun 1960, Jual beli tanah
sebagai suatu lembaga hukum, fidak secara tegas dan térpcrinci diatur
dalam UUPA. Padahal duélié:’neﬁianggap bertentangan dengan cita-cita
persatuan dan kesaman bangsa, bahkan, sa.mpal sekarang belum ada
peraturan yang menoatur khusus mengenal pelaksanaan jual beli tanah.
Dalam Pasal 5 UUPA terdapal. pemyataan bahwa Hukmn ‘Agraria atau
Hukum Tanah Nasmnal Indomma adalah Hukum Adat, berarti

ggunakan konsepsi, asas-asas, lembaga Hukum Adat yang telah di-
sapneer/disempurnakan, sehingga pengertian jual beli tanah menurut
Hukum Tapah Nasional kita adalah pengertian jual beli tanah menurut
Hukum Adat¥?

. Prosedur Jual Beli Dan Proses Pemgalihan Hak Dalam Jual Beli

Tanah.
Prosedur juai beli biasanya dilakukan dengan tahapan-tahapan antara lain :

a. Diawali dengan kata sepakat antara calon penjual dengan calon
pembeli mengenai objek jual belinya yaitu tanah hak milik yang
akan dijual dengan harga yang yang ditetapkan oleh penjual . Hal im
dilakukan melalui musyawarah diantara mereka sendiri.

Setelah mereka sepakat akan harga dari tanah itu, biasanya sebagai
tanda jadi, ditkuti dengan

“ Soerjono Soekanto, Hukum Adat indonesia, (Jakarta : Rajawali, 1983), hal. 211.

42 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya, (Ja.kana:Sinar

Grafika, 2007),hal. 71.
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b. Pemberian panjer. Pemberian panjer tidak diartikan sebagai harus

dilaksanakan jual beli itu.

c. Kesepakatan tersebut kemudian ditvangkan dalam suatu Akta
Perjanjian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan turut
ditandatangani Kepala Desa (Adat), sebagai pejabat yang
berwenang. Dengan telah ditandatanganinya akta tersebut, maka
perbuatan jual beli itu selesai. Pembeli kimi menjadi pemegang hak
atas tanahnya yang baru dan sebagai tanda buktinya adalah surat jual
beli tersebut.*?

Dalam prakteknya si penjual dan si pembeli harus datang ke Kantor
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang merupakan Pejabat umum yang
diangkat oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai
kewenangan membuat akta jual beli dimaksud, untuk membuat akta jual
beh tanah.

Berbeda hal nya dengan jual beli -yang diatur dalam KUH Perdata,
perjanjian jual beli yang dianut oleh KUH Per(_i_a_ta'.' tersebut  bersifat
obligatoir, karena perjanjian itu behum memindahkan hak milik. Adapun
hak milik baru berpindah demgan dilakukannya levering aIAu penyerahan.
Dengan demikian, maka dalam sistem KUH Perdata tersebut “levering”
merupakan suatu perbuatan yuridis guna memindahkaﬁ hak milik
(“transfer of ownership”).* yang dipe:lﬁkan guna pendaftaran hak atas
tanabnya. Berbicara mengenai pendaftaran hak atas tanah yang adalah
merupakan tugas Pemerintah, maka pendaftaran hak atas tanah tersebut
diselenggarakan dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang

any45

pertanahan (swatu “rechtkadaster atau legal cadaster sedangkan

pendaftaran tanah itu sendini adalah :

Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus
menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan,
pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data
fistk dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai

R, Subckti, Aneka Perjanfian, (Bandung :PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 25.

4 R.Subekti, Ibid, hal. 11.

“® prof. Boedi Harsono, Hukum Agraria, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, hal. 11
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bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberan
sertifikat sebagai surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang
tanah yang sudah ada haknya dan Hak Milik Atas Satuan Rumazh

Susun serta hak-hak tertentu yang membebamnya

Lebih jauh dapat dikatakan secara singkat bahwa di Indonesia terjadi
beberapa periode dalam pendaftaran tanah antara lain:

1. Sebelum berlakunya UUPA dan PP 10 tahun 1961 maka untuk
Indonesia S 1824-21 jo S 1947-53, dimana perjanjian obligatoir
peralihan hak dilaksanakan dengan segala bukti tertulis, boleh
akta notaris ataupun dibawah tangan, disaksikan Notaris dan
Kepala Kantor Pendafiaran Tanah dengan seorang pegawainya
yang bertindak: se]a]-cu Overschnjwng Ambtenaar dibuatkan
akta peralihannya, ‘baru -didafiarkan pada dafiar yang
bersangkutan . setelah kewajlban-kewajlban pembayaran
dilakitkan lebih dahiu. - 5

2. Setelahberlakunya UUPAdanPP 10 tahun 1961 maka :

a.) Slstemnya berubah mcnganut asas- pllbll'kaSI mengandung
unsur Negatif: Artmya Seseorang dapat ‘saja>mengkliaim
bahwa hakoya 1€bih benar dari yang  téicantum dalam
bukti hak tanahnya dan Hakim berhak rnemeriksa
/memutus tentang hal tersebut, dan dapat memerintahkan
Kepala Kantor Pertanahan merubah kepemilikan hak
tersebut. Pibak yang menang, mengajukan penggantian
pemilik hak tersebut dengan melampirkan putusan
pengadilan.

b.) Akta PPAT sebagai satu-satunya bukti peralihan hak dengan
mempergunakan formulir standard.

c.) PPAT tidak boleh membuat akia PPAT dan
penanggalannya jika belum dilumasi biaya balik namanya
dan pendaftaran sebagai bukti tentang publikasinya.*’

Sejak berlakunya Undang Undang Pokok Agraria Nomor 5 tabun 1960,
maka hukum tanah nasional sudah diunifikasikan guna memberi jaminan
kepastian bukum di bidang pertanahan. Dan guna memben jaminan

kepastian hukum tersebut, tentunya diperlukan tersedianya perangkat

* Ibid, hal. 474

_ “’ Prof. DR_ A. P. Parlindungan, S. H, Pendafiaran Dan Konversi Hak-Hak Atas Tanah
Memurit UUPA, (Bandung : Alumni, 1985), hal. 31-32
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hukum  tertulis, lengkap dan jelas yang harus dilaksanakan secara

konsisten sesuai dengan jiwa dan isi ketentuan-ketentuannya, *®

Oleh Karena itu semua penistiwa Hukum maupun perbuatan hukum
yang berupa pengaliban hak kepemilikan atas tanah diatur oleh Hukum
Tanah yaitu UUPA, yang dalam hal ini mengatur antara lain mengenai
penciptaannya dengan nama sesuai hak penguasaannya, pemindanannya
kepada pihak lain, mepgenai hapusnya, dan juga mengenai
pembuktiannya, harus didaftarkan di Kantor Pertanahan.

Dalam halnya perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah berupa
jual beli di bidang pertanahan pasional yang bersumber pada hukum adat,
maka jual beli tersebut harus meugandung t]ga unsur/s:fa[ yang merupakan

prinsip dasar, yaitu :

BerSLfal Tunai, arunya bahwa dengan dxlakukannya perbuatan

hukum jual beli tersebut artinya barga jual beli harus-dibayarkan secara
—tunai(lunas), hak-atas tanah yang bersangkutan berpindalr kepada-pihak— -

pembeli. Jadi, apabila harganya belum lunas, belum dapat dilakukan

proses jual beli.
Bersifat Terang, artinya pemindahan hak tersebut  dilakukan

dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang (PPAT)

Bersifat Riil atau Nyata, artinya dengan ditanda tanganinya akta
pemindahan hak tersebut, menunjukkan secara nyata adamya perbuatan
hukum jual belj.*®

Dengan terpenuhinya ketiga prinsip dasar tersebut didalam konsep
hukum pertanahan nasional yang bersumber dari Hukum Adat dan setelah
terpenuhinya syarat formil berupa kelengkapan surat-surat dan syarat
materiil dengan pelunasan harga jual beli, maka hak kepemilikan atas
tanah dan bangunan beralih dari penjual kepada pembeli.

“ Indonesia, Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Tentang
Pendafiaran tanah, PP No. 24 Tahun 1997. LN NO. 59 Tahun 1997, TLN 36%6.

“° Prof. Boedi Harsouo, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang
Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya (Jakarta ; Djambatan, 2008), hal.330.
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Syarat formil yang dimaksud terdin dari :*°

a)

b)

d)

Dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, pada umumnya
dihadapan Notaris dan ada kemungkinan dihadapan pejabat lain
seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam transaksi jual bel:
tanah yang telah terdaftar atau berseriifikat dan Pegawati
Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama dalam pembuatan
akta mkah

Dihadiri para pihak, akta otentik yang bersifat partai harus
memuat keterangan yang bersesuaian antaar kedua belah pihak
sebagai landasan _Yyang melahirkan persctuyjuan dan para
penghadap harus- dl.kcnal atan dlperkenalkan kepada notaris oleh
dua orang saksi

Kedua belah pihiak dikenal atau diperkenalkdn kepada pejabat
Dalam setiap akta otentik, pada awal’ akta terdapat pemyataan
dan pc_]abatsl pembuat akta, bahwa para penghadap dikenal atau

' d.lperkenalkan kepada notaris. Blasanya yang mcmperkena]kan

para pihak kepada pejabat pembuat akta ad_alah Sal_c51 dan saksi
itu sendiri  adalah pegawai dari pejabat yang bersangkutan,
sehingga syarat ini hanya sebagai formlitas

Dihadiri oleh dua orang saksi, biasanya yang bertindak sebagai
saksi terdin dani pegawai pejabat pembuat akta Akta otentik
yang dibuat tanpa dihadiri saksi, tidak memenuhi syarat formil
dan oleh karenanya tidak sah sebagai Akta Otentik dan
derajatnya turun menjadi Akta Bawah Tangan

Menyebut identitas Notaris (pejabat), penghadap dan para sakst,
1. Identitas Notaris melipufi : nama kecil dan nama lengkap dan

tempat kedudukan Notans
2. Identitas para pihak meliputi : nama kecil dan nama lengkap,

pekegjaan atau status social, tempat tinggal dan menyebut

®yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian dan Putisan Pengadilan (Sinar Grafika, Jakarta) , hal. 574.

31bid, hal 575-576
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status penghadap sebagai kuasa apabila kehadirannya sebagai
kuasa mewakili kepentingan orang yang diwakilinya
3. Identitas para saksi meliputi : nama kecil dan nama lengkap,
pekerjaan atau status social dan tempat tinggal
f) Menyebut tempat, har, bulan dan tanggal pembuatan akta,
Agar akta tersebut sah, harus menyebutkan nama, tempat
pembuatan akta, han, bulan dan tahun pembuatannya. Akta
yang lalai menyebut atau mencantumkan salah satu data
tersebut, mengakibatkan akta tidak sah sebagai akta otentik..
g) Notaris membacakan akla dihadapan para penghadap
Notaris harus membacakan akta . fersebut dihadapan para
penghadap dan sakm—saksi apablla sdlah seorang penghadap
atau lebih tldak mengerti bahasa yang d:pergunakan dalam akta,
_rnaka diterjemahkan olch seorang peneqcmah

h) Dltanda tangani scmua pmak
Penandatanganan harus segera dllakukan setelah selesai

pembacaan akta kepada para pthak dan saksi, apablla terjadi
pelanggaran atas penandaianganan mcngalqbatkan akta tidak
sah dan tidak berkekuatan sebagai Akta Otentik.

i) Penegasan pembacaan, penerjemahan dan penandatanganan
pada bagian penutup akta harus tercantum kalimat yang berisi
penegasan tentang peristiwa :

1.Pembacaan akta kepada para pihak dan saksi
2 Penerjemahan (jika ada)
3.Penandatanganan

Syarat Materiil terdiri dari :*
a) Berisi keterangan para pihak
Ist yang tercantum dan dirumuskan dalam akta adalah
keterangan tentang hal-hal yang disepakati para pihak

%ibid, hal 578-579
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dengan ketentuan harus persis sama sesuai dengan yang
diterangkan para pthak, Notans tidak boleh mengurangi,
menambah atau melebihi dad apa yang telah disepakati para
pihak, tanpa mengurangi hak konstatering yang dimiliki
notarts.

b} Bernisi keterangan perbuatan hukum
Keterangan yang disampaikan para pihak kepada notans
(pejabat) harus mengenai perbuatan hukum atau tindakan
hukum (rechtshandeling) yang bersegi dua seperti perjanjian
jual beli, utang-piutang, hibah dan sebagainya, atau
mengenai hubungéh bukum (rechtsbetrekking) seperti
hubungan di bidang ha.rta kekayaan aiau hubungan hukum di

. Yang tidak memuat kctcrangau tentang perbuatan atau

| ‘hubungan hukum, tldak memenuhi syarat matemL sehingga
akta itu tidak mempunym kekuatan pembuktlan atau bukan
akta dalam pengertian pembuktian, sebab menurut hukum
fungsi akta adalah untuk membuktikan perbuatan atau
hubungan bukum yang tengadi diantara pihak yang
membuatnya.

¢} Pembuatan akta sengaja dimaksudkan sebagai bukti
mengenai perbuatan atau hubungan hukum yang mereka
terangkan atau sepakati.
Menuntt hukum, fungsi akta adalah untuk membuktikan
perbuatan atau hubungan hukum yang terjadi di antara pihak
yang membuatnya sebagai langkah. untuk mencegah
terjadinya persengketaan dibelakang han diantara mereka.

Sebagaimana diuraikan diatas, bahwa jual beli tanah merupakan
tindakan hukum pemindahan hak atas tanah, dan guna mencapat
kepastian hukum di bidang pertanahan, maka menurut Peraturan
Pemernintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendafiran Tanah pasal 4 ayat
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(1) ditegaskan bahwa untuk memberikan kepastian dan perlindungan
hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a, kepada pemegang
hak atas tanah yang bersangkutan diberikan scrtipikat hak atas tanah
scbagai surat tanda bukti. Sertipikat itu sendiri merupakan surat tanda
bukiti hak atas tanah baik secara perorangan atau bersama-sama atau badan
hukum yang ditulis didalamnya dan juga menjelaskan  tentang lokasi,
gambar, ukuran dan batas-batas dart bidang tapah yang tercantum dalam
sertipikat yang bersangkutan. Seperti halnya disebutkan dalam Peraturan
Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 1 ayat
(20) bahwa sertifikat ada}ah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, bahwa pcmbcnan surat-surat tanda
bukti hak yang berlaku sebagai alai pembuktlan yang kuat.

Lebih lanjut mengenax seruﬁkat sebagalmana da]am Pasal 13 ayat (3)
Peraturan Pemennta.h No. 10 ‘tabun 1961 tentang Pendaftaran Tanah,
dmyarakan bahwa surat tanda buku hak atas tanah yang ﬂldaftar adalah
sertifikat, yz-utu salinan buku tanah dan surat ukur setc]ah dljah.ll menjadi
satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bcntuknya ditetapkan
oleh Menteri Agraria> | |
Untuk mendapatkan sertifikat tersebut maka jual beli harus dilakukan
dihadapan Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-
akta tanah tericntu, dan biasanya Pejabat Umum tersebut akan meminta
kelengkapan data standar berupa surat-surat antara lain:>*

1. Data Tanah, meliputt data mutlak yang hanus ada :
* PBB Ash lima tahun terakhir benkut Surat Tanda
Terima Setoran (bukti bayamya).
* Sertifikat Asli Tanah
Data Tanah, Optional :

hal 42

% Urip Santoso, Pendafiaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, (Jakarta: Kencana, 2010),

*Irma Devita Purnamasari, Jenis-Jenis Hak Atas Tanah Yang Ada Di Indonesia, hal. 20.
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¢ Tanda Bukti pembayaran PPh Penjual dan BPHTB
Pembeli
= Asli Bukti pembayaran rekening listrik, telepon, air
* Agli Sertifikat Hak Tanggungan, jika masih
dibebant Hak Tanggungan yang dilengkapi
dengan surat keterangan lunas dan ashi surat roya
dan Bank yang bersangkutan.
¢ Khusus untuk Apartemen atau rumah susun, harus
menyertakan Surat Persetujuan dan Ketua
Perhlmpunan Penghum
2. Data Penjual dan Pembeh, meliputi:
Kartu Tanda Penduduk suaml istri penjual dan

pembeh
Akta leah Kartu -Kcluarga

Semua pérsya:_’atanhfémnii:f.fersébﬁt harus diﬁawa dap diperlihatkan
aslinya kepada Pejabat Umum Yang Berwenang pada saat penanda
tanganan Akta Jual Beli. .

Sebagaimana pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomior 10 tahun 1961
menyatakan bahwa setiap perjanjian yang bermaksud memindabkan hak
atas tanah dibuktikan dengan akia pejabat yang ditunjuk oleh Menteri
Agrania (sekarang Menten Dalam Negeri) dan yang dimaksud dengan
Pejabat Umum Yang Berwenang itu adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT)” yang mempunyai kewenangan membuat akta otentik mengenai

perbuatan hukum tertentu tentang Hak atas tanah®

55R..Scn:prapto SH, Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Prakrek, (Ul-Press, 1986), hal.
221.

% Indonesia, Peraturan Pemerintak Republik Indonesia, Tentang Peraturan Jaboatan
Pejabat Pembuat Akta Tanah, PP No. 37 Tahun 1998, ps. 1.
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Oleh karenanya, agar pengalihan Hak Atas Tanah dalam jual beli menjadi

sah, maka harus memenuhi syarat formil yaitu:

I. Harus dilakukan dihadapan Pejabat yang berwenang yaitu
Pgjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

2. Harus didaftarkan sesuai ketentuan dalam UUPA% dan
Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 19978

Sedangkan syarat matertil merupakan syarat pemenuhan perjanjian pokok
nya yaitu perjanjian jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta tanah
(PPAT) yang berwenang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah
Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 pasal 37 tentang Pemindahan Hak™

Dari hal-hal yang diuraikan dalaﬁ:i'tulié’an diatas, jelaslah bahwa
keabsahan kepemilikan hak atas tanah mcmn'ut hukum pertanahan
nasional, hanya dapat dibuktikan: dengan pcndaﬁa:an hak atas tanah nya
berdasarkan akta yamng dibuat oleh pejabat yang. berwenang di kantor
pertanahan '

*? Indonesia, Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, No. 5

Tahun 1966, LN No. 104 Tahun 1960, TLN NO. 2043, ps. 19 ayat | berbunyi, untuk menjamin
kepastian Hukum olch Pemerintah diadakan pendafiaran tanah diseluruh wilayah Republik

Indonesia menurut ketentuan ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintzh,

**pasal 40 ayat 1 berbunyi, selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja sejak tanggal ditanda-
tanganinya akia yaog bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatmya berikut
dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.

% Pasal 37 PP24 tahun 1997 :
Peralihan Hak Atas Tanzh dan Hak Milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar

menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukumn pemindahan hak lainnya,
kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta
yang dibuat olch PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.
Dalam keadaan tertente sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri Kepala Kantor

Pertanahan dapat mendaftar pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan diantara
perorangan Warga Negarz Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT,
tetapi yang menurut kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk

mendafitar pemindahan hak yang bersangkutan
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C. HASIL PENELITIAN DAN BAHASAN
1. Bahasan Mecigenai Perjanjian Pengikatan Jual Belit di bidang
pertanahan tentang Sifat, Bentuk dan Isi Perjanjian
Perjanjian pengikatan jual beli dapat dikatakan sebagai perjanjian
pendahuluan pembelian yang bersifat konsensuil, karena ada atau lahir
sejak terjadinya kata sepakat antara dua pihak yang membuktikan adanya
hubungan kontraktual yaitu hubungan antara penjual dan pembeli dimana
kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dan diwujudkan dalam suatu
perjanjian yang disebut pengikatan jual beli dengan syarat-syarat dan
ketentuan termasuk harga yang: tclah (ditentukan dan disepakati bersama.
Dengan adanya kata scpakat tcrsebut perjanjian pengikatan jual beli
mengikat kedua belah pihak artinya pcnjua.l- mengikatkan diri untuk
menjual suatu obyek yang. dlpenkatkan kepada pembeli, sedangkan
pembeh yang membeh dan pcnjua.[ mcmpunyal kcwa_]lban untuk
membayar harga pen_]ualan, dan para pihak udak dapai membatalkan
. perjanjian pengikatan jual beli tersebut secara sep1hak atau tapnpa
persetujuan dari pthak lamnya sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH
Perdata®
Hal ini sangatiah wajar agar kepentingan pihak lain terlindungi
karena ketika perjanjian dibuat adalah atas kesepakatan keduabelah pihak,
maka pembatalannya pun harus atas kesepakatan kedua belah pihak®’
Selain bersifat “Konsensuil”, perjanjian pengikatan jual beli juga
bersifat “Obligatoir”™ sebagaimana ternyata dalam pasal 1459 KUH
Perdata.®? dengan demikian maka dalam sistim KUH Perdata, levering

merupakan suatu perbuatan yuridis guna memindahkan hak milik

% Pasal 1338 berbunyi, Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai

undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembaii selain sepakat kedua belah pihak, atau karena

lasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

S'prof: Dr. Ahmadi Mirny, S. H., M.S. dan Sakka Pati, S.H,, MH, Hukum Perikatan

(Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW), (Jakarta : PT Radjagrafindo Persada, 2008 )
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(Transfer Of Ownership) ® Dengan kata lain, perjanjian jual beli menurut
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu belum memindahkan hak milik.
Hak milik baru berpindah dengan dilakukannya “levering”  atau
penycrahan.

Perjanjian pengikatan jual beli bukanlah merupakan suatu
perbuatan hukum jual beli yang bersifat riil dan tunai akan tetapi baru
merupakan kesepakatan dua pthak untuk melaksanakan prestasi masing-
masing, berbeda halnya dalam hal jual beli tanah dan bangunan maka
prestasi yang akan dilakukan adalah pelaksanaan jual beli di hadapan
PPAT apabila persyaratan fom:ul dan materiil sudah lengkap dan
rumah yang dibel layak hum chanjlan pcnglkatan jual beli itu sendin
timbul dalam praktek ka.rena adanya kebutuhan atas rumah yang begitu
tinggi, walaupun pembang1man rumah masﬁl dalam tahap awal, tetapi
pembel; sudah melakukan pcmesanan, sehmgga menyebabkan
terhambatnya penyelesaxan transakm jual . beli hak atas tanah tersebut
karena pcrsyaratan yang dltentukan oleh undang-undang untuk pendaftaran
hak atas tanahnya belum dapat terpenuhi. Untuk mengatasi hal tersebut
pemesanan perumahan yang masih dalam tahap pcmbangunan ditampung
atau diakomodasikan dengan dokumen hukum Perjanjian Pengikatan Jual
Beli Perumahan® dan terobosan hukum yang dllakukan oleh para Notans
yang hingga kin: banyak dilakukan dalam praktek yaitu dengan dibuamya
Akta Pengikatan Jual Beli (PJB),

Sebagai perjanyian yang tidak diatur secara tegas atau khusus oleh
peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu kita ketahui
tentang kedudukan dan kekuatan dan Pefjanjian Pengikatan Jual Beli itu

sendiri.

“ Pasal 1459 KUH Perdata : Hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada
si pembeli, selama penyerahannya belum ditakukan menurut pasal 612, 613 dan 616 BW

* Prof. Subekti S.H., Aneka Perjanjian, cet. Ke 10 (Bandung : PT Cira Aditya Bakti,
1995), hal_ 11.

* yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen Dan  Instrumen-Instrumen Hukumnya,
{(Bandung : Citra Aditya Bhakti, 2003), hal.84.
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Apabila Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut dibuat dibawah
tangan maka disebut sebagai Akta dibawah tangan % yaitu akta yang
sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dar
seorang pejabat pembuat akta, dengan kata lain Akta dibawah tangan
adalah akta yang dimaksudkan oleh para pihak sebagai alat bukti, tetap
tidak dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum Pembuat Akta, dan
berlaku sebagai undang-undang hanya terhadap para pihak yang
membuatnya, jadi ttdak mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak
ketiga sebagaimana ketentuan dalam pasal 1338 KUH Perdata.

Demikian pula halnya kefentuan dalam pasal 1874 KUH Perdata
dan pasal 286 Rechtsreglcr’né:ﬁt Buﬂeﬁgéwesteu yang menyatakan bahwa
akta dibawah tangan adaldh tuhsan yang dltandatangam dibawah tangaa,
tidak dibuat dasi ditandatangani dxhadapan Pc_;abat Umum yang berwenang
(Pejahat Umum) tetapt dlbua.t sendm oleh seseorang atau para pihak
secara’ umum yang terdiri dari’ surat—surat, rcglstcr-regxsterﬁan surat-surat
rumah tangga yang dibuat tanpa perantaraan Pejabat Unmm. Keabsahan
akta yang tidak dibuwat dihadapan Pejabat Umum atau lebih dikenal
dengan sebutan Akta Dibawah Tangan adalah péda' terpenuhi atau
tidaknya persyaratan formil dan materiil yang secara garis besar adalah
sebagai berikut :

* Syarat Formil :

Adalah syarat formil akta yang berbentuk tulisan yang dibuat

secara partai tanpa bantuan atau dihadapan Pejab?t Umum, yang

mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan serta

ditandatangani oleh para pihak.

* Syarat Materiil :
Adalah akta yang berisi persetujuan tentang perbuatan hukum
(rechts handeling) atau hubungan hukum (rechts betrekking)

antara lain seperti penyerahan barang atau pembayaran utang

®Victor M Sitmorang dan Cormentyna Sitanggang, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di

Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 1991), hal. 60.
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dalam perbuatan hukum dan perjanjian utang, peganjian jual
beli dalam hubungan hukum, dan sengaja dibuat sebagar alat
bukti untuk membuktikan kebenaran perbuatan atau hubungan

hukum yang diterangkan dalam akta.

Berbeda halnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan
seorang pejabat yang berwenang, maka perjanjian tersebut merupakan

akta otentik sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1868 KUH Perdata®:

Suatu akta otentik ialah-suatu akta yang didalam bentuk yang
ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan
pegawai-pegawal uinum -yang berkuasa untuk itu ditempat

dirzana akta dibuat.

yang dimaksud dengan pegawax/pejabat umum adalah Notans

Sehingga dapaﬂah dlsmpulkau bahwa apabﬂa akta tcrsebut dibuat oleh
pejabat yang tidak berkuasa atan udak cakap, atau karena cacat dalam
bentuknya maka menurut Pasal 1869 KUH Perdata, akta tersebut tidak sah
atau tidak dapat diperlakukan sebagai Akta Otentik dan akia yang
demikian hanya mempunyat kekuataﬁ sebagai Akta Dibawah Tangan, jika
akta tersebut ditanda tangani oleh para pihak.

Menurut R. Subekti, Akta Otenfik adalah surat-surat akta resmi
yang dibuat oleh atau dihadapan seorang Pejabat Umum yang menurut
Undang-Undang ditugaskan untuk membuat surat-surat akta tersebut®

Akta otentik dibutuhkan guna menjamin kepastian, ketertiban,
dan perlindungan hukum mengenai keadaan, peristiwa atau  suatu
perbuatan hukum, bahwasanya akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan

® Prof .R.Subekti, S.H dan R.Tjirosudibio, Kitab Undang Undang Hukum Perdata

[Burgerlijk Wetboek], ps. 1868,

“Indonesia, Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, LN No

117 Tahun 2004, TLN No. 4432.

178.

**R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, cet. 26 (Jakarta : PT. Intermasa, 1994), hal.
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terpenuh  mempunyai peranan penting dalam sectiap hubungan hukum
dalam kehidupan masyarakat® apabila terjadi sengketa, akta otentik yaitu
akta yang dibuat oleh pejabat dapat menjadi alat bukti tertulis yang terkuat
dan terpenuh dalam memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian sengketa
tersebut.

Kekuatan pembuktian suvatu akta harus memenuhi tiga unsur
yakni, kekuvatan pembuktian lahir, keckuatan pembuktian formil, dan
kekuatan pembuktian materiel”® Yang dimaksud dengan ketentuan
pembuktian lahir yaitu kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan
lahir, yaitu surat (akta) yang dlanggap mempunyai kekuatan, sepanjang
tidak terbukti sebaliknya. Sedangkan kekuatan pembuktian formil
didasarkan atas benar tidaknya akta tersebut ditandatangani oleh para
pihak dan memberikan kepastian bahwa para pxhak meﬁYatakan mengakui
melakukan apa yang dimuat dalam akta peljanjlan pengﬂcatan jual beli.
Kekuatan pcmbukttan matenel dlsmx ditekankan atas kebenaran daripada
pernyataan yang terkandung dalam akta. Sehmgga kekuatan -pembuktian
materiel memberikan kepastian tentang materi, membcnkan kepastian
tentang peristiwa bahwa para pihak menyatakan dan melakitkan seperti
yang tercantum dalam akta, tentang benar tidaknya 1si pernyataan di dalam
akta, menyangkut obyek dari perjanjian yaitu, tanah dan bangunan.

Dalam peganjian pengikatan jual beli apabila tegadi perselisithan, maka
penyelesaiannya dapat diselesaikan dalam beberapa altematif yaitu melalui
musyawarah atau melalui pengadilan negeri. Dalam pelaksanaannya
apabila terjadi perselisihan, biasanya para pihak senantiasa berusaha untuk
menyelesaikan dengan musyawarah, mengingat biaya dan waktu yang
dibutuhkan tidak sedikit dalam hal penyelesaian yang dilakukan melalui
badan peradilan. Berhubung kedudukan pembeli dalam kasus yang

dibahas oleh penulis sangat lemah, pertanyaannya adalah sejauh mana

“Bambang Kesowo, Penjelason Atas Undang-Undang Republik Indonesia Tentang

Jabatan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, (Umum).

"Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Y ogyakarta - Liberty, 1977),

UNIVERSITAS INDONESIA

Perlindungan hukum..., Cecilia Masidin, FH Ul, 2012

e .



perlindungan hukum dapat diberikan oleh Pegjanjian Pengikatan Jual Beli
yang dibuat dibawah tangan?.

Apabila perjanjian dibuat oleh para pihak dan ditandatangam
oleh para pthak tidak dihadapan seorang pejabat yang berwenang, dalam
hal 1m Notaris, maka perlindungan hukum yang akan diterima oleh para
pihak tidak akan kuat meskipun dengan menggunakan Pasal 1338 ayat (1)
KUH Perdata sebagai alasannya, karena apabila terjadi sengketa dan salah
satu pihak menyangkal tentang Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat
tersebut maka perjanjian dianggap tidak pernah dibuat. Hukum agraria di
Indonesia menganut sistem ncgaﬁf stelsel, yang mengandung arti bahwa
belum tentu sescorang yang mcmlhkj akia mnah berarti secara mutlak
memiliki tanah tersebut Dapat dl].lhﬂ.t dalam Putusan Mahkamah Agung
tanggal 16 Juni 1976 no. 1082![(}811)!19767 yang, menyatakan antara lain :
Menurut Yurisprudensi Mahkaraah Agung pasal 19 PP No. 10 tahun 19617
tidak merupakan ~ syarat mutlak untuk sabnya .. suatu jual bch karepa PP
No.10 tahun 1961 tersebut hanya meripakan ketentuan® Admistratif saja
yaitu khusus bagi pendaftaran pemindahan hak pada kadastcf‘.

Lebih javh Mahkamah Agung dalam cuplikan putusannya menyatakan
antara lain :

pemeriksaan dalam tingkat kasast hanya berkepaan dengan adanya
kesalahan penerapan bukum, adanya pelanggaran hukum yang beriaku,
adanya kelalaian dalam memenuli syarat- syarat yang diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan
batainya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang

atau melampaui batas wewenangnya.”

"'Prof. DR. A. P. Parlindungan, S.H, Pendaftaran Dan Konversi Hak-Hak Atas Tanah

Menurut UUPA, (Bandung : Alumnt, 1985), hal. 10.

"Pasal 19 PP No.!0 Tahun 1961 : Setiap perjanjian yang dimaksud untuk memindahkan

hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uvang
dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh
dan dihadapan Pejabat yang ditunjuk oleh Menterl Agraria.

® Direktori Putusan Mabkamah Agung Republik Indonesia, PUTUSAN No. 1517

K/Pdt/2003
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Sehingga dapatlah dikatakan bahwa sepanjang suatu alat bukti
tulisan berupa akta sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang untuk
disebut sebagai Akta Otentik, maka akta tersebut merupakan alat bukti
yang Kuat, sesuai sistimn yang berlaku dalam bidang pertanahan yaitu sistim
positif mengandung unsur negatif. Hal mana sejalan dengan Putusan
Mahkamah Agung No : 952 K/1974 yang berbunyi : “Jual beli adalah sah
apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam K.U.H. Perdata atau Hukum
Adat i.c. jual beli dilakukan menurut Hukum Adat, secara riel dan kontan
dan diketahui oleh Kepala Kampung™.

Dalam kasus pembabasan penulis, yang menjadi pertanyaan
adalah apakah pembeli yang mempunyai itikad baik dan telah menguasai
secara fisik selama kurang lebih 28 tahun, tetapi tidak memiliki bukt
kepemilikan tanzh yang sah menurut hukum yaitu Akta Jual Beli yang
dibuat oleh Pejabat Umuﬁ:x yang berwepang, dapat memiliki tanah
tersebﬁf- secéra sah dengan mcngajukin _pemiohonai_: hak atas
tanahnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pembuktian Hak lama, khususnya Pasal 24 ayat (2) %

Dari hal-hal yang dikemukakan diatas, maka dapatlah dikatakan
bahwa faktor-faktor yang bisa dianggap sebagai penyebab makin suburnya

™ Pasal 24 PP nomor 24 Tahun 1997 :
{1} Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dani konversi hak-hak

lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis,
keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia
Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistimatik ataw olch Kepala Kantor Pertanahao dalam
pendafiaran tanah secara sporadic, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-
hak pihak lain yang membebaninya,

(2) Dalam hal tidak atau tidak ada lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian
sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan
peguasaan fistk bidang tanah yang bersangktan selama 20(duapulub) tahum atau lebik secara
berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya dengan syarat :

a, Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang
bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat
dipercaya.
b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selarma pengumuman sebagaimana
dimaksud dalam pasal 26 {pengumuman selama 30 hari dalam pendaflaran tanah secara sporadic
dan 60 hari dalam pendaftaran tanah secara sistimatik) tidak dipermasalabkan oleh masyarakat
‘hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.
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praktek penggunaan berjanjian pengikatan jual beli dalam jual beli tanah
dan bangunan antara lain :

I. Kebutuhan yang mendesak bagi konsumen akan rumabh,

akan tetapt kemampuan konsumen tidak cukup untuk

membeli sccara tunai, sehingga pembelian dilakukan secara

angsuran/cicilan.
Bangunan rumah diatas tanah yang akan dibeli oleh

t~

konsumen melalui pengembang belum dibangun dan masih
berupa tanah kavling siap bangun.

3. Jual beli sudah dibayar tunai (lupas) akan tetapi pajakmya
belum d:bayar

4. Obyek yang akan d1pequalbehkan masih dalam cicilan pihak
penjuai(selaku debltur) dari suatu bank (selaku kreditur).

5. Obyek yang akan dtpe:]ual behkan temyata maszh menjadi
‘agunan/ jaminan utang dari. pl.hak penjual dan baru akan
melunasi utang terscbut apabila sudah mcnenma pelunasan
dari pihak pembeli.

6. Tanah yang bersangkutan belum bersertifikat atau belum
diajukan permohonzn hak nya atas nama pcﬁlbeli, masih
berupa sertifikat induk (belum dipecah).

7. Tanah yang dipeual belikan masih dalam status sengketa di
Pengadilan.

Faktor-faktor terscbut merupakan kendala bagi terlaksananya jual beli
sesuai ketentuan undang-undang yaitu dihadapan Pejabat Umum yang
berwenang.

Namun demikian-walaupun telah sering dipergunakan, sebenarmnya
pefjanjian pengikatan jual beli tidak pernah diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan hak atas tanah, baik mengenai
bentuk baku atau standard maupun isi perjanjian, karena semuanya
diserahkan kepada kesepakatan antara penjual dan pembeli sebagai pihak-
pthak yang terkait, dan oleh karena itu pula ketentuan-ketentuan dalam
perjanjian pengikatan jua! beli tidak bersifat memaksa karena dibuat
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berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang dibuat dalam bentuk
tertulis asal saja tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban
umum dan kesusilaan, selain itu juga karena perjanjian pengikatan jual beli
adalah perjanjian bantan yang berfungsi sebagail perjanjian pendahuluan
yang bentuknya bebas.”

Meskipun Peranjian pengikatan jual beli tidak dilarang, hanya
saja hal ini tentunya akan menimbulkan kesulitan-kesulitan bagi pembeli
ketika dia akan mendaftarkan hak atas tanahnya atav melakukan balik
nama atas tanah yang dibelinya kekantor pertanahan, karena belum
terpenuhinya persyaratan ya_n_g__.,_d@tqn_tykan oleh kantor pertanahan, bahwa
yang berwenang untuk membuaI akta-akta tanah tertentu adalah Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT)” Biasanya perjanjian pengikatan jual beli
ditentukan oleh pengeiﬁbhﬁg den'g;aﬁ. klz'iu's;ﬁlé;klaﬁsiila baku (standar) yang
merupakan amranfkctentuan dan syarat—sya:at yang telah dlpcrsmpkan oleh
pelaku usaha yang dituangkan dalam dokumen dan!atau perjanjlau yang
mengikat dan waj jib dlpcnuIn oleh konsumen”

Pada umumnya klausula-kiausula baku tersebut menyangkut hak
dan kewajiban kedua belah pihak, akan tet'af:i keuyataannya lebih banyak
mencantumkan hak-hak pengembang daripada kewajiban-kewajibannya,
dimana ketidakseimbangan pengaturan hak dan kewajiban tersebut
semakin melemahkan posisi pembeli dalam hal perlindungan hukum
terhadap hak-hak pembeli. Selain itu juga berisi janji-janjt antara lain janji
para pihak yang mengandung kKetentuan tenfang syarat-syarat yang
disepakati untuk sahnya melakukan perjanjian utamanya, yaitu akta jual
beli agar dapat ditanda tangani di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT), janji untuk melakukan pengurusan sertifikat tanah dalam waktu

PHerlicn Budiono, “Pengikat Jual Beli Dan Kuasa Mutlak™ Renvoi, edisi tahun I, No
10. { Maret 2004), him. 57.

® BIRO HUKUM DAN HUMAS BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, (Jakarta : Koperasi Pegawai Badan Pertanahan Nasional,
edisi pertama tabun 1998), hal. 45

"Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 199, ps |
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tertentu oleh penjual/pengembang setelah akta jual beli ditandatangant,
janji untuk melakukan pembayaran oleh pembeli. Pada umumnya juga
dicantumkan tentang pemberian kuasa dari penjual kepada pembeli
untuk mengantisipasi apabila pihak penjual berhalangan untuk hadir dalam
penandatanganan akta jual beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT), karena tentu saja pembeli akan mengalami kesulitan dalam
melakukan peraliban hak atas tanah dan bangunannya jika sebelumnya
belum permah dibuatkan suatu akta pemindaban hak sesuai dengan
ketentuan undang-undang.” Pemberian kuasa tersebut biasanya baru
berlaku setelah semua syarat untuk melakukan jual beli hak atas tanah di
hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) telah terpenuhi.

Perjanjian Peuglkatan jual beli yang &si@km oleh pengembang dan
diberikan kepada.pembeli disebut perjanjian baku (standar), walaupun
pembeli sebagai  konsumen selalt diberi kesempatan untuk
mcmﬁélﬁjgi;i, ‘memperhatikan dan.'menibéca 15 pexjanjlan tcrsebut terlebih
dahulu, schingga konsumen dapat. memahami isi ilya, akau tetapl tetap
saja-  klausula-klausula dalam perjanjian baku tersebut lebih
mengumﬁngkan posisi pihak pengembang.

Adapun ciri-ciri perjanjian baku dapat diuraikan antara lain =

a) Isinya ditetapkan secara sepibak oleh pihak yang posisi
{ckonomi) nya kuat;

b) Debitur sama sekali tidak 1kut bersama-sama
menenfukan isi perjanjian;

c) Terdorong oleh kebutuhannya debitur terpaksa
menerima perjanjian itu;

d) Bentuk tertentu (Tertulis);

e) Dipersiapkan terlebih dahulu secara massal atau
mdividual.

"irma Devita Purnamasari, Jenis-Jenis Hak Atas Tanah Yang Ada Di Indonesia, hal. 14

PMariam Darus Badrulzaman, Aneka Hiuum Bisnis, (Bandung : Alumni, 1994), Hal. 50
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Faktor konsumen awam hukum dan perjanjian dibuat secara bawah tangan
vang hanya ditandatangani oleh pihak penjual dan pembeli pasti akan
menimbulkan masalah dikemudian har, sedangkan kita tahu bahwa
perbuatan hukum yang dilakukan menyangkut tanah harus mengikuti
peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Tentang Pertanahan. Perjanjian yang dibuat dibawah tangan tersebut tidak
mempunyal kekuatan pembukiian terhadap pihak ketiga, sebagaimana
diatur dalam pasal 1874 KUH Perdata dikaitkan dengan pasal 1880 KUH
Perdata®

Walaupun perjanjian pengikatan jual beli tersebut merupakan
pedanjian  baku - yang memuat 'Haﬁsula klausula yang kurang
menguntungkan bagi pembch akan tctapx karena terdesak oleh kebutuhan
akan rmumah, maka konsumen akan Ierpaksa menerima  dan
menandatangamnya_ Adalah hal yang wajar apabﬂa kedudukan dan
kekuatan, hukum perjagjian penglkatan Juai beli tcrhadap pelaksanaan Jual
beli hak atas tanah akan dlpertanyakan, termasuk juga perlmdungan
hukum bagi koosumen mengingat bahwa hak milik nya belum beralih
selama belum dilakukan penyerahan sebagaimana telah diuraikan diatas.
Terlebih lagi apabila konsumen yang beritikad baik untuk membeli
menghadapi penjual atau pengembang, yang tidak jujur.

% Pasal 1874 ayat t KUH Perdata; sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-
akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah
tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pegawai winum.

Dengan penandatanganan sepucuk tulisan dibawah tangan dipersamakan suatu cap
jempol, dibubuhi depgan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang
pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang darimana ternyata bahwa ia mengenal si
pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta
telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan
pegawai ladi.

Pasal 1880 KUH Perdata; Akta-akta dibawah tangan, sekadar tidak dibubuhi suatu
pernyataan sebagaimana dimaksud dafam ayat kedua dari pasal 1874 ayat 2, tidak mempunyai

kekuatan terhadap orang-orang pihak ketiga
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Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata menetapkan bahwa suatu perjanjtan harus |

dilaksanakan dengan itikad baik.*' sebagaimana halnya juga ketentuan

dalam pasal 1339 KUH Perdata.®

Suatu kejujuran atau itikad baik, dapat dilihat dalam dua hal yaitu :

1. pada waktu mular beriakunya suatu hubungan hukum dan;
2. pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban
yang termaktub dalam perhubungan hukum itu.®?

Suatu ketidak jujuran terjadi adalah ketika mulai berlakunya sate
hubungan hukum, salah satu plhak baik itu penjual ataupun pembeli
mengetahui adanya keadaan yang menghalangi terlaksananya hubungan
hukum tersebut. Dalam hal m1 pihak yang tidak jujur pada umumnya
harus bertanggung jawab atas ketidakjujuran itu dan harus memikul risiko.
Tidak ada penjclasan lebik lanjut tentang apa yang dimaksud dengan itikad
baik, bahkan menurut J.Satrio ketenfuan pengaturan itikad baik merupakan
ketentuan yang ditujukan kepada pengadilan®

Begitu pentingnya asas itikad baik dalam suatu peranjian,
schingga ketika terjadi satu kasus yang berkaitan dengan itikad baik,
hukum memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberikan
penafsiran dalam arti dapat mengubah, meniadakan atau mepambah
suatu ketentuan dalam perjanjian yang berlandaskan itikad batk tersebut
sehingga dapatlah diartkan bahwa, jika ada tuntutan pemenuhan atas

suatu kewajiban oleh setiap pihak yang membuat perjanjian haruslah

®Prof .R.Subckti, S.H dan R Tjitrosudibio, Kitab Undang Undang Hukum Perdata

[Burgerlijk Werboek], ps. 1338.

*Ppasal 1339 KUH Perdata : Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal hal yang

dengan tegas dinyalakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang mepurut sifat
perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang Undang.

¥MR. Wiryono Prodjodikoro, Azas Azas Hukum Perdata, (Bandung: Sumur, 1983), hal

* 1.Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku II (Bandung:

Citra Aditya Bakt, 1995) bal. 166
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didasarkan atas azas kepatutan, itikad baik dan kebiasaan, sebagaimana
halnya pasal 1473 K.U.H Perdata menyatakan:

Si penjual diwajibkan menyatakan dengan tegas untuk apa 1a

mengikatkan dirinya, segala janji yang tidak terang dan dapat
diberikan berbagai pengertian, harus ditafsirkan untuk
kerugiannya **

Lebih lanjut pasal 1471 KUH Perdata mengatakan :

Jual beli barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan
dasar untuk pengganlmn blaya, kerugian dan bunga, jika st
pembeli hdak telah mengetahui bahwa barang itu kepunyaan
orang lam.

Pada beberapa kasus yang tegada umwmnya pihak pembcll tidak berdaya
mcmpertahankan hak haknya, karena tingkat’ kesadaran. pembeh terhadap
hak- halmyamasnh rendab. g i

Hal tersebut dlsebabkau karena mlmmnya tingkat pcngetahuan pembeli itu
sendiri®’ Juga dari sisi aspek hukmn yang berlaku saat ini, belum mampu
secara optimal mengatasi permasalahan dalam perindungan pembeli
seleku konsumen. Secara umum, posisi konsumen perumahan lemah
dibandingkan pihak pelaku usaha, baik dari segi sosial ekonomi,
pengetahuan teknmis maupun dalam mengambil wpaya hukum melalui
institusi pengadilan, sehingga konsumen sering tidak menyadari haknya
telah dilanggar oleh pelaku usaha. Apabila konsumen mepgetahui hal
terscbut  sekalipun, konsumen enggan untuk melakukan tindakan upaya
hukum mengingat biaya dan waktu yang harus mereka keluarkan.

Meskipun mereka telah dirugikan oleh pengembang, namun kebanyakan

% Prof .R.Subekti, S.H dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang Undang Hukum Perdata

[Burgerlijk Wethoek], ps. 1473.

* Ibid, ps. 1471.

¥ Ketentuan Umum, Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Tentang

Perlindungan Konsumen, (Bandung : Citra Umbara, 2007)
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pembeli tidak mengetahui bagairr;ana cara meminta perlanggung jawaban
pengembang melalut jalur hukum padahal pembeli yang telah dirugikan
tersebut dapat meminta pertanggung jawabﬁn pengembang melalui
pengadilan  apabila jalan musyawarah tidak dapat menyelesaikannya
atau melalui Badan Penyclesaian Scngketa Konsumen (BPSK) sesuai
Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Melalui BPSK karena
pengembang telah melanggar ketentuan dalam Undang—Undang tersebut
yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha yang berisi ketentuan
bahwa pelaku usaha wajib :**

a) Berntikad baik dalg_un melakukan kegiatan usahanya;
b) Memberikan inforimasi yang benar, jelas dan jujur mengenai
kondisi* dan” jamman barang ‘danfitau jasa, serta memberi
penjelasan penggunaan, perbalkan da;npemehhaman
) n: afau itlelayam konsumen -secara bepar dan

-"'_]u‘]ursérta ﬁdak%diﬂ_ i : &
arang yang dszatau _jasa yang diproduksi

- d) ‘Menjamin mutu bdran
" ., dan/atau d:perdagangkan berdasarkan ke
barang'ddn/atau jasa'yang berlaku; e )

&) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji
dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta member
Jaminan dan/atau garans1 atas barang yang. d1buat dan/atau yang
diperdagangkan;

f) Memben kompensas: ganti rug1 dan/atau peuggantlan atas
kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan
barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila
barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak
sesuai dengan perjanjian

2.a. Studi Kasus Perjanjian Pengikatan Juzal Beli

. Pada uvmumnya suatu perjanjian tidak boleh merugikan salah
satu pihak yané berkepentingan dalam pejanjian yang dibuat oleh mereka,
dalam penulisan ini yang akan dibahas adalah peanjian Pengikatan Jual
Beli tanah dan bangunan dan berdasarkan penelitian penulis dari beberapa
perjanjian pengikatan jual beli yaﬁg dibuat secara bawah tangan, maka

** [ndonesia, Undang-Undang Per!fnd’ungan Konsumen, UU No. § Tahun 1999, ps. 7
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substansi penting yang selayaknya ada dalam perjanjian, antara lain:

Nama Kontrak
Nama/judul Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang akan ditanda
tangan oleh pengembang selaku penjual dan konsumen selaku
pembeli.

Pihak-Pihak

Nama para pthak yang terkait yaitu Pihak Penjual dan Pihak
Pcm_beli.

Obyek Jual Beli

Penncian daia—dala Tanah dan bapgunan yang dijual oleh
pcngembang dan: yangdlbeh oleh konsumen!pcmbeh

Komponen Harg 3ual beh :
Ben51 tcutang :

.k'yang dlpeguai behkan dan apa saja

| _yang termasuk dal' ]::arga pcnkatan yang dlpeqany.kan dan
'.-'-apakah barga. yang dil ar “oleh pembeh tel:masuk atau ftidak

termasuk blaya-blaya antam laid

" Pajak Pertambaban Nilax (PPN) dan PPH sebesar 5%
- Biaya penyambungan hstuk (PLN)

- Biaya penyambungan air: (PDANI)

- Biaya pcmbuatan akta Jual Béli

- Biaya?ﬁiaya yéng ‘bcfkaitan dengan pemgurusan dan
pemecahan Sertifikat serta balik nama keatas nama pembeli

- Biaya pengurusan Ijn Mendirniksn Bangunan (IMB)

- Pajak-pajak dan biaya-biaya lain

. Cara Pembayaran

Mekanisme atau tata cara pembayaran (secara tunai atau secara
berkala/angsuran), jumlah angsuran yang harus dibayar oleh
pembeli telah ditetapkan oleh para pihak yang membuat perjanjian.

. Lokasi Pembayaran

Tempat dimana konsumen dapat melakukan transakst pembayaran,

apakah di kantor pengembang atau  melalui bank transfer
kerekening pengembang.
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Masa Pemeliharaan
Mengatur tentang waktu yang diperlukan oleh pengembang untuk

melakukan pemeliharaan rumah setelah serah terima selama masa

yang ditentukan,

. Force Majeure

Apabila tegad: penstiwa diluar kekuasaan pengembang misalnya
karena pemogokan buruh, kerusuhan, pemberontiakan, bencana
alam dan lain-lain, maka pengembang memberikan perpanjangan
jangka waktu pembayaran selama berlangsungnya force majeure

tersebut.

. Pemindahan Dan Penyerahan. Hak

Keteptuan bahwa Pihak Konsumen £ pembeh tidak berhak untuk
mengahkan atau memdahkan selumh atau sebaglan hak dan
kewajlban dalam peganpan, tanpa persetu;uan tertuhs dari pihak
pengembang dan pcnyemhan , Juga tentang waktu dan tempat
penyerahan, hak kebendaan dari penjual kcpada pcmbch pada saat
terjadinya pelunasan pembayaran harga jual beli yang telah
disepakati- dan difajutkan dengan-pembuatan akta pengalihan hak
(Akta Jual Beli).

10. Biaya — Biaya

11.

12.

Termasuk Pajak Bumi dan Bangupan (PBB), Biaya Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Retnibusi dan pungutan
atau biaya-biaya lain yaung wajib ditanggung oleh pembeli.
Perubahan Bangunan .

Larangan bagi konsumen untuk mengadakan perubahan /
penambahan bangunan sebelum harga pengikatan dibayar lunas
oleh pembeli.

Tenggang Waktu Pengajuan Komplain

Jangka waktu yang diberikan kepada pembeli untuk mengajukan

komplain mengenai kondisi bangunan setelah diterima oleh

pembeli dalam jangka waktu tertentu.
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13.

14.

5.

16

Jaminan Pihak Penjual

Jaminan dari pengembang bahwa obyek jual beli bebas dan
sengketa dengan pihak lain, dan menjamin bahwa tanah yang
dijual adalah benar milik pengembang, dan tidak sedang
dijaminkan kepada pihak lain.

Alasan Pembatalan/Pemutusan Perjanjian

Klausula pemutusan perjanjlan yang dapat dilakukan secara
sepihak oleh pengembang atau pembeli atau dengan kesepakatan
kedua belah pihak dengan segala akibatnya.

Sanksi bagi pcngembang dan Pembeli

Sanksi jika pcngembang tcrlambat .menyerahkan fanah dan
bangunan dan sanksi - bagi pembeh _uka terlambat atau tidak
melakukan pembayaran dalam waktu tertentu.

Mckamsme Penyelesalan Sengkcta :

"bahwa dalam hal penyclesalan sengketa : antara pengcmbang dan

17.

18.

pembcll dapat dllakukan dengan cara musyawa:ah, mcnga_;ukan
gugatan kepengadilan atau melalui badan arbitrase.
Penandatangarian Akte Jual Beli

Berisi janji para pihak untuk melakukan penandatanganan Akta
Jual Beli dibadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang ditentukan
oleh pengembang dengan syarat-syarat yang felah diatur dalam
perjanjian. I

Hal penting lain yang idealnya dimasukan dalam perjanjian adaiah
pemberian kuasa kepada pembeli untuk bertindak atas nama
penjual dan dinnya sendin  selaku pembeli melakukan
penandatanganan akte jual beli dihadapan PPAT.

Kuasa kepada pembeli merupakan bal penting yang umum
dan scharusnya ada dalam perjanjian pengikatan jual beli untuk
mengantisipasi apabila dikemudian hari penjual tidak dapat
menandatangani akte jual beli dihadapan PPAT, dan kuasa yang
diberikan dalam akta pengikatan jual beli ini bukan merupakan
kuasa mutlak, kuasa dalam akta pengikatan jual beli ini tujuannya
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memberikan jaminan kepada penerima kuasa (Pembeli) bahwa
setelah syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dalam
jual beli tanah dipenuhi, dapat melaksanakan sendiri hak-hak yang
timbul dalam pengikatan jual beli atau menandatangani sendin
Akta Jual Beli tanpa perlu kehadiran pemberi kuasa (Penjual) di
hadapan pejabat yang berwenang.

b. Akibat Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Yang

Membeli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli.

Dalam kasus penelitian yaog diteliti oleh penulis, perjanjian

Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh PT MU adalah Perjanjian
Pengikatan Jual Beh hawah tangan. - lea.udmgkan dengan uraian
mengenai 1snfsubstan51 yang selayaknyzi ada dalam suatu peganjian
penglkatan jual bel.l, 'maka peqa::ulan baku yang dlbuat olch PT MU
memuatpasal pasal dan klausula—klausula sebagai. benkut

1.

Nama Kontrak

Dicantumkan dengan pama “Perjanjian Pengikatan Jual Beli”
(selanjutnya akan dischut Perjanjian).

Para Pihak

Pengembang dalam perjanjian ini adalah PT Mison Utama yang
bekera sama dengarn PT Bangun Tjipta Pratama disebut scbagai
Pihak Pertama dan pembeli disebut sebagat Pihak Kedua.

Obyek Jual Beli

diatur dalam Pasal 1 Peganjian dengan judul Pokotk
Perjanjian

Yang menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

- Pihak Pertama mengikatkan din untuk menjual dan Pihak
Kedua mengikatkan dic untuk membeli obyek yany
diperjual belikan berupa sebidang tanah kavling berilin
bangunan rumah yang akan/sedang didinikan diatas tanan
tersebut  sesuai dengan bestek dan gambar, o2

menyebutkan status tanah yang diperjual belikan.
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- Adanya pencantuman klausula pengukuran luas tanah masih
sementara berdasarkan advise planning dari Dinas Tata Kota
DKI. Hal tersebut dicantumkan, karena bagi tanah yang
belum bersertifikat bisa terjadi kemungkinan perbedaan luas
tanah yang tertulis dalam Surat Pembernitahuan Pajak
Terhutang-Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB), surat
Girik, atau surat-surat kepemilikan lainnya yang menjadi
dasar penguasaan tanah tersebut.

= Spesifikasi ukuran bangunan : Type 76/135m2
* Luas bangunan : To M2
- Kelengkapan yang akan dlpenuhl oleh Pihak Pertama
berupa: '
= Surat [zin Mcndmkan Baugunan (IMB) dari instansi
yang berwenang
« Daya Listrik sebesar 900 watt _
= Sertifikat Hak Guna Bangunan, dari_instansi yang
berwenang.
Komponen Harga Jual Beli
diatur dalam Pasal 2 Pegjanjian d_'cnganjudul : Harga Pengikatan
Dengan perincian harga jual beli terbagi atas-harga tanah dan
harga rumah/bangunan dan perlengkapan.
Mengenai komponen apa saja yang termasuk dalam harga yang
disepakati dalam pernkatan diatur dalam pasal 1 Perjagjian
tentang Pokok Perjanjian.
. Cara Pembayaran
diatur dalam Pasal 3 : Tentang Cara Pembayaran
Dapat dilakukan dengan 2(dua) cara yaitu pembayaran sekaligus
lunas atau pembayaran secara angsuran perjanjian ini syarat
dengan term pembayarannya sebagai berikut :
a} Down Payment (uang muka scbagai tanda jadi) sebesar
15% dan harga pengikatan jual beli berikut Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dar harga bangunan

UNIVERSITAS INDONESIA

Perlindungan hukum..., Cecilia Masidin, FH Ul, 2012




51

yang harus dibayarkan bersamaan dengan down payment.

b) Termyn berikutnya adalah sebesar 45% dan harga
pengikatan, dengan pembayaran yang dapat diangsur,
dengan jangka waktu yang ditentukan oleh pengembang
yaitu 3(lima) bulan.

¢} Sisa harga jual beh sebesar 40% dari harga pengikatan,
ditentukan dalam pembayaran secara angsuran sebanyak 30
(tigapuluh) kali angsuran atau 30(tigapuluh) bulan.

Ada penambahan kiausula tentang penyesunaian harga apabila
tegadi perubahan moneter uang rupiah terhadap US dolar
(devaluasi) yang mcﬁcépai.“lzs%-atau lebih yang mungkin terjadi
selama Pihak Keduz belum mcmbayar hmas penkatan _;ual beli.,
dimnana sisa ha:ga yang masnh terhutang akan disesuaikan dengan
m.laj Us dolar yang bari. h

. _Lokas1Pembayaran- :

diatur dalam Pasal 4 Pelja.l:ljlaﬂ dengan _;udul Syarat-Syarat
Pembayaran.
Berisi tentang :

* aturan-aturan cara pembayaran yang harus dilakukan oleh
Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sesuai jadwal tanpa
harus ada pembentahuan lagi dadi Pihak Pertama

* tempat pembayaran yang telah ditentukan oleh Pihak
Pertama yaitu di kantor Pibak Pertama atau dapat dilakukan
dengan cara transfer Bank ke rekening pihak pertama.

= klausula sanksi denda keterlambatan yang akan dikenakan
kepada Pihak Kedua sebesar %o dan jumlah angsuran yang
terhutang.

» Ilausula syarat batal jika Pihak Kedua tidak melakukan
pembayaran angsuran selama 3(tiga) bulan berturut-turut,

dengan melepaskan ketentuan dalam pasal 1266 KUH
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Perdata® dan pasal 1267 KUH Perdata™
7. Masa Pemeltharaan
diatur dalam pasal 6 Peganjian dengan judul Masa
Pemeliharaan
Ditentukan bahwa masa pemeliharaan adalah 2(dua) bulan
setelah tanggal penyerahan, yang meliputi tanggung jawab Pihak
Pertama dalam hal tejadi kerusakan karena kesalahan tehnis dan
atau konstruksi bangunan, bukan kerusakan yang disebabkan
oleh Pihak Kedua atau pihak juar. Kerusakan-kerusakan seperti
apa yang dimaksud tidak diperinci secara detail.
8.  Force Majeure
diatur dalam pasal 5 ayat 2 Perjanjian dengan. judal
Penyerahan. '
‘Dikatakan bahwa dalam hal terjadi suatu hal diluac kekuasaan
Pihak Pertama (Forceii{[&jéufc) _ m15alnya karenapemogokan
burih, kerusuhan, pemberontakan, bencana alam ataupun karena
Peraturan Pemerintah maka jangka wakiu penyelesaian dan
penyerahan dapat diperpanjang dan akan diatur dalam perjanjian
tambahan.
9.  Pemindahan Dan Penyerahan Hak
Diatur dalam pasal 5 Perjanjian dengan judui Penyerafian
Dalam pasal penyerahan ini ditentukan tanggal penycrahan
tanah dan bangunan kepada Pihak Kedua, dengan ketentuan

#Pasal 1266 KUH Perdata : suatu syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam
persetujuan-persetijuan bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam hal yang yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan
harus dimintakan kepada hakim.

Permintaan itu juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya
kewajiban dinyatakan didalam perjanjian.

Dika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuag, Hakim adalah leluasa uatuk,
menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan snatu jangka waktu untuk masih juga
memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan.

*Pasal 1267 KUH Perdata : Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih
apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi
perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian
dan bunga.
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Pihak Kedua sudah mémt;éyar secbesar harga pengikatan
(termasuk biaya adminstrasi dan biaya-biaya lainnya yang
terhutang).

Apabila Pihak Pertama yang terlambat menyerahkan rumah

(berikut tanah) pada waktu yang telah ditetapkan, maka Pihak

Pertama akan dikenakan sanksi sebesar %o dart harga rumah.

Pada saat penyerahan rumah (dan tanah) Pihak Kedua wajib

hadir dan bersama-sama Pihak Pertama melakukan pemeriksaan

fisik, apabila Pihak Kedua tidak bhadir, maka dalam tempo
7(tujuh) bari setelah wakw yang ditetapkan untuk penyerahan,

Pihak Kedua dlanggap telah mcncnma obyek jual beli dalam

keadaan batk dan selayaknya, sehmgga segala resiko yang

timbul setelahnya, menjadl tanggung _;awzib Pihak Kedua,
kecuali hat-hal yang dlsebut dalam masa pemelmaraan menjadi

tanggunganPlhak Pertama. : F

Lebih lanjut diatur teutang aklbat darl Peljanjlan ini juga

mengikat para ahli waris maupun peperima ha]_c dari Pibak

Kedua, dimana mereka wajib mentz;ati semia syarat-syarat dan

ketentuan ketentuan dalam Pegjanjian yang berlaku bagi Pihak

Kedua

10. Biaya-biaya

diatur dalam pasal 13  Peganmjiau  dengan  judul

Penandatanganan Akte PPAT, isinya antara [ain :

= Bahwa setelah harga perikatan dibayar lunas, maka akan
dilakukan penandatanganan akta jual beli dibadapan Poiibas
Pembuat Akta Tanah (PPAT)

* Bahwa biaya yang sepenuhnya menjadi beban dair hurus
dibayar oleh Pihak Kedua adalah biaya pembualan akia jual
beli PPAT dan braya balik nama sertifikat ke atas i § il

Kedua.
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12

13.

14.

Perubahan Bangunan

diatur dalam ;ﬁasal 9 Pexjanjiaﬂ dengan judul Perubahan
Bangunan

Mengatur tentang :

* Larangan bagi Pihak Kedua untuk mengadakan
perubahan/penambahan bangunan sebelum melunasi
harga pengikatan pembelian tanah dan rumah.

* Setiap perubahan/penambahan  bangunan harus
mendapat ijin dari Pihak Pertama dan dan Suku
Dinas Pengawasan Pembangunan Kota DKI Jakarta.

. Sega‘lé bié{yﬁ dan - akibataya berkenaan dengan

_ pembahan/penambahan tcrscbut adalah menjadi

' _tanggung_;awabPlhakKedlm. |

Tengang Waktu Pengaguan Complam

udak dlatursecarakhumw dalam Peljan_uan

Jamman Penjual

Diatur dalam pasal 12 Peqanjlan dengan judul Jamnan

berisi tentang :

a. Jaminan darl Pihak Pertama bahwa apa yang diperikatkan
dalam Perjanjian ini adalah benar-benar miliknya Pihak

Pertama, tidak tersangkut suatu perkara atau sengketa, tidak

digadatkan atau dyamiokan, tidak dipertanggungkan dengan
cara apapun Juga dan bebas dan sitaan.

b. Bahwa sebelum harga penkatan (termasuk biaya admimistrasi
dan biaya lainnya) dibayar lunas seluruhnya, Pihak Kedua
tidak diperkenankan/dilarang untuk menyewakan,
menjaminkan dan mempertanggungkan depgan cara apapun
Juga tanah dan bangunan tersebut kepada Pihak Ketiga.
Pemutusan Perjanjian
Diatur dalam pasal 7 Pegjanjian dengan judul Pembatalan
ditentukan bahwa :

* Pembatalan Pengikatan Jual Beli ini bisa terjadi karena
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kemauan Pihak Kedua sendiri, atau

»Karena Pihak Kedua lalai/terlambat dalam melakukan
pembayaran angsuran selama 3(tiga) bulan berturut-turut
(pasal 4 ayat 5 Perjanjian), atau

* Perjanjian int dialihkan kepada Pihak Ketiga tanpa izin Pihak
Pertama (pasal 10 ayat 2 Perjanjian)

* Tambahan klausula sanksi jika terjadi pembatalan, bahwa
Pihak Kedua akan dikenakan sanksi pembatalan sebesar 50%
dari harga penkatan dan harus melunasi biaya-biaya yang
terhutang.

*Pihak Kedua harus mengembalikan tanah dan bangunan
kepada Pihak Pertama, dan apabila Pihak Kedua telah
melakukan perubahan atas bangunan rumah, Pihak Pertama
tidak wajib mengganti uang yahg telah dikeluarkan oleh
Pihak Kedua untuk melakukan perubaﬁaﬁ bafigunan tersebut
kepada Pihak Kedua. |

15. Sanksi untuk Penjual dan Pembeli
Di atur dalam pasal pasal yang berkaitan dengan substansi
masmg- masing.
16. Penyelesaian Sengketa :
tidak diatur secara khusus dalam pasal peganjian, akan tetapi
diatur dalam pasal 15 Penanjian, bahwa hal-hal yang belum
diatur dalam Perjanjian akan  diatur dalam perjagjian
tambahan yang akan diputuskan berdasarkan musyawarah
antara Pihak pertama dan Pihak Kedua, dan merupakan sati
kesatuan dengan Perjanjian.
17. Penandatanganan Akta Jual Beli :
diatur dalam pasal 13 Peganjian dengan  judul
PenandaTanganan Akte PPAT.

Bahwa Penandatanganan Akta Jual Beli dilakukan dihadapar

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) setelah pelunasan

seluruh harga perikatan termasuk biaya administrasi dan biaya-
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biaya lainnya oleh Pihak Kedua dan sertifikat tanah telah
dilengkapi.
18. Kuasa Jual
Tidak diatur dalam Pejanjian.”’
Dari contoh diatas terlihat bagaimana isi Perjanjian yang sangat merugikan
pembeli antara lain :

* mengenai pembatasan tanggung jawab pengembang dalam hal
pembangunan rumah, dimana ditetapkan septhak dalam tempo 7 hari
jika pembeli tidak hadir untuk memeriksa bangunan rumah maka
pembeli dianggap menenma bangunan dalam kondisi seperti apa
adanya dan untuk masa pemeliharaan banya dibatasi dalam tempo
dua bulap setelah lewat masa tersebut pengembang tidak
bertanggung jawab, padahal tengpang waktu dua bulan tersebut
tidak cukup untuk mengetahui mutu dan kondisi bangunan rumah
yang dibeiinya. Dalam kondisi seperti ini, péngeiﬁijnang sedapat
mungkin membatasi tanggung jawabnya termasuk dalam hal adanya
cacat-cacat yang tersembunyi (hidden defects) pada obyek dalam
perjanjian, scharusnya penjual bertanggung jawab atas adanya
cacat-cacat tersembunyi itu. Hal ini dapat dikatakan merupakan
pengabaian hak konsumen selaku pembeli untuk mendapatkan
barang sesuai dengan harga yang dibayarkannya.

* Pasal-pasal dan klausula-klausula yang tidak jelas maksudnya dan
bertolak belakang seperti hal nya pasal tentang perubaban bangunan.
Disatu sisi dilarang merubah bangunan, tetapi disisi lain apabila
merubah harus dengan jjin pengembang dan suku dinas tata kota
DKI, sehingga membingungkan karena tidak jelas.

¢ Mengenai pasal yang mengatur tentang jaminan penjual terhadap
pembeli bahwa obyek jual beli adalah benar-benar milik penjual,
dicampur adukan dengan larangan penjaminan kepada pihak lain

oleh pembeli.

9 Sumber : Perjanjian Pengikatan Jual Beli dari PT Misori Utama Tahun 1984 Tanggal
06-06-1984 Nomor 181/GMU/VL/84 .
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* Mengenai pembatalan perjanjian bisa atas kehendak pembeli sendirt,
sedangkan menurut pasal 1338 KUH Perdata, antara lain bahwa
swate  peganjian tidak dapat ditank kembali kecuali dengan
persetujuan keduabelah pihak. Hal tersebut dikarenakan adanya
sanksi yang akan dikenakan kepada pembeli yang membatalkan
perjanjian berupa sanksi sejumlah uang, schingga merupakan
pemasukan bagi pengembang.

« Peganjian Pengikatan jual beli tersebut terkesan dibuat secara
serampangan, karena tidak ada penjabaran secara jelas dan detail
mengenal setiap substansi dan pemuatan kiausula dalam pasal-pasal
perjanjian dilakukan secara tumpang tindih. Selain itu juga tidak
memperhatikan perlindungan bukum bagi pembeli yang sudah
membayar sejumlah uang dan penjual lebith mementingkan
keuntungan sendi. Merupakan suatu keuntungan besar bagi
pcngémbang ketika berhadapan dengan pembeli yang';awam hukum
dan terdesak dengan kebutuhan akan tempat tinggai/tumah, sehingga
bagaimana pun kerugian yang akan ditimbulkan akibat kiausula-
klausula yang tidak menguntungkan pembeli  tidak menjadi
halangan bagi pengembang

3. Akibat Hukum dan solusi dalam jual beli tanah berdasarkan

Perjanjian Pengikatan Jual Beli

Dari hasil wawancara dengan konsumen/pembeli,” bahwa kasus
yang timbul dan menjadi materi pembahasan oleh penuiis adalah kasus
yang terjadi antara pengembang dengan pembeli, ketika pembeli memiliki
dana cukup dan ingin melunasi seluruh sisa harga perikatan sebelum jatuh
tempo perjanjian dengan harapan bahwa sertifikat akan segera diterbitkan
ke atas nama pembeli, ternyata  pengembang menyatakan bahwa

karena satu dan lain hal pengurusan sertifikat atas tanah tersebut tidak bisa

2011.

"Hasil Wawancara dengan pembeli, fbu Sentiawati Halim pada tanggal 12 Desember

UNIVERSITAS INDONESIA

Perlindungan hukum..., Cecilia Masidin, FH Ul, 2012




58

terbit keatas nama Pihak Kedua dan secara sepihak pula menerbitkan surat
Perjanjian yang dibuat dibawah tangan tertanggal 25 September 1992
dimana dalam Perjanjian tersebut di perjanjikan antara lain :

Pasal 1 -
Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua pada tanggal 22 September 1992
telah mengadakan kesepakatan bahwa saling menerima keputusan yang
diambil oleh kedua belah pihak yang mana kedua belah pihak sudah saling
mengetahui baik atav buruk, keuntungan maupun kerugian yang diterima
dikemudian hari mengenai apa yang diperjanjikan yaitu Pihak Pertama
menyerahkan kepada Pihak Kedua tanah dan bangunan atas kaveling Blok
A9 No.10, di Perumahan Gading Mas dalam kondisi seperti saat ini yaitu
baik keadaan fisik maupun surat-suratnya yang tidak lengkap kepada Pihak
Kedua dan Pihak Kedua bersedia menerimanya.

Pasal 2 :
Bahwa Pihak Kedua berjanji tidak akan minta lagi sertifikat tanah atau
surat-surat lain kepada Pihak Pertama, dan Pihak Pertama tidak akan
menagth apapun lagi kepada dari Pihak Kedua.

Pasal 3
Bahwa Pihak Kedua dikemudian hari idak akan mengadakan tuntutan
maupun gugatan apapun terhadap Pihak Pertama mengenai tanah dan
bangunan diatas, demikian pula sebaliknya.

Dari isi ketiga pasal surat perjanjian tertanggal 25 September 1992
tersebut, jelas bahwa pengembang mengcover perbuatan melawan hukum
yang telah dilakukannya yaitu melakukan penjualan yang merugikan
pembeli yang bentikad baik, yang pastinya tidak akan mepandatangani
perjanjian pengikatan jual beli apabila si pembeli telah mengetahui tanah
tersebut dalam status sengketa. Berhubung pembeli awam hukum dan

tidak paham bahwa sertifikat merupakan hal yang sangat penting sebagai

%Sumber : Contoh Surat Perjanjian tertanggal 22 September 1992.
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alat bukti kepemilikan hak atas tanah, terlebih ketika timbul sengketa
pertanahan, maka ketika pengembang mengajukan pilihan kepada pembeli
antara lain untuk pengembalian uang pembelian yang sudah dibayar atau
tanah dan bangunan yang merupakan obyck dalam perjanjian ditukar
dengan tanah dan rumah lain, pembeli memilih untuk tetap 1ﬁemjliki
rumah yang mereka beli berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli
tertanggal 6 Juni 1984 tersebut.
Dari wawancara dengan Bapak Stevy Gunawan (Marketing PT
Misori Utama), dikatakan bahwa tidak dapat diterbitkannya sertifikat
keatas nama Pembeli dikarenakan adanya sengketa antara Vespa dan PT
Bangun Tjipta Pratama (PT BTP), dan keterangan tersebut dikemudian
hari dikuatkan dengan surat selebaran yang dikeluarkan oleh Badan Kera
Sama Vespa dan PT BTP yang di lampirkan dalam tesis ini, dimana antara
lain dikatakan bahwa sengketa tanah astara vespa dan Bangun Tjipta
Pratama sudah selesai®®
Pertanyaannya adalah, apa hubungan antara PT Misori Utama
dengan BT BTP dan PT Bangun Tjipta Sarana (PT BTS), karena surat
perjanjian tangga! 25 September 1992 tersebut ditanda tangani oleh
pihak pengembang yaitu PT MU bersama dengan pihak PT BTS selaku
Pihak Pertama. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis mengadakan
selain wawancara dengan pihak PT BTP,” penulis juga memberikan
daftar pertanyaan kepada pihak PT BTP, berupa pertanyaan-pertanyaan
sebagai berikut : .
1. Apa hubungan antara PT Bangun Tjipta Sarana , PT Bangun Tjpta
Pratama dan PT Misorn Utama dalam kaitannya dengan
pembangunan perumahan di Kompleks Perumahan Gading Mas

Utama Kelapa Gading?

% Sumber : Selebaran Tentang Badan Kerja Sama Vespa Dan Bangun Tjipta Pratama.

% Hasil Wawancara dengan ibu Titin, bagian Keuangan PT Bangun Tjipta Pratama pada
Tanggal 10 Desember 2011.
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Bagaimana hubungan kerja sama antara PT Mison Utama (PT
MU) dengan PT Bangun Tjipta Sarana dalam penjualan tanah dan
bangunan di kompleks Perumahan Gading Mas Utama Kelapa

Gading?

Mengapa Perjanjtan Pengikatan jual bell tanggal 06-06-1984 (enam
Juni seribu dsembilanratus delapanpuluh empat) nomor
181/GMU/V)/84 antara Pihak Pertama (PT Misori Utama) dan
Pihak Kedua (Nyonya Sentiawati Halim) dilakukan secara dibawah

tangan

Dalam surat Perjanjian tertanggal 25-09-1992 (duapuluh lima
September seribu sembilanratus sembllanpuluh dua) yang ditanda
tangani oleh Pihak Pertama selaku’ penjual (diwakili oleh Drs.
Tjahjadi Kamadjaja, selaku Direktur PT Mlson Utama dan
Ir.Meilono Seewondo MBA, selaku Difcktur PT Bangun Tjipta
Sarana) antara lain disebutkan bahwa dikarenakan satu dan lain hal
pengurusan sertifikat atas tanah persil blok A.9: Kav. No.10, tidak
bisa terbit keatas nama Pihak Kedua (pembeli Nyonya Sentiawati
Halim). Mengapa tidak dapat di proses pensertifikatan atas persil

tersebut?

Dikaitkan dengan Surat Edaran tentang Badan Kerja sama Vespa
dan Bangun Tjipta Pratama dimana disebutkan bahwa sehubungan
dengan telah selesainya sengketa tanah antara Vespa dan Bangun
Tjipta Pratama... ... dst {copi sudah di ibu Titix{).

Apakah pertanyaan point 2, berkaitan dengan point 37 Kalau
dikatakan sudah selesai perkara sengketa tersebut, mohon dapat
diinformasikan pihak pihak yang berperkara, tanggal dan nomor

keputusan yang sudah inkracht.
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-

6. Mengingat kasus sengketanya sudah selesai, bagaimana
pertanggung jawaban pthak pertama terhadap pihak kedua, atas

proses pensertifikatan persil tsb,?

7. Apakah benar PT MU tersebut sudah berubah/dibeli dan berganti
manajemen menjadi PT Coldwell Dev. Thk dan bagaimana pula

akibat hukumnya dikaitkan dalam hal ini?

8. Apabila persil tersebut akan diajukan proses pensertifikatannya,
biaya apa saja yang akan diperhitungkan?

Secara singkat diperoleh keterangan das Ibu Titin®®  bahwa PT
BTS adalah sister company PT BTP, PT MU adalah pengembang yang
menjual tanah dan bangunan kepada pembeli, dan kasus sengketa tersebut
dimenangkan olch pihak Vespa.

Pembicaraan selanjutnya dengan Bapak Makmur Manurung®’, staff
PT BTP yang sekarang bertindak selaku penanggung jawab proyek
pembangunan rumah diatas tanah-tanah yang telah selesai kasus
persengketaannya, diperoleh jawaban bahwa yang bersangkutan tidak
bersedia memberikan jawaban apapun atas pertanyaan dari penulis baik
secara lisan maupun tertulis, menyangkut tanah tersebut, kecuali
membicarakan pengurusan sertifikat dengan ketentuan pembeli yang saat
ini telah menguasai tanah dan bangunan tersebut selama hampir 28
(duapuluh delapan) tahun, harus membayar harga tanah diperbitungkan
dari luas tanah dikalikan harga tanah permeter persegi nya saat in
dikurang berapa persen jumiah vang yang telah dibayar oleh pembeli, atau
tanah dan bangunan tersebut dikembalikan ke PT BTP dengan mekanisme

penggantian yang sama.

% Wawancara dengan Staff Keuangan PT BTP

9 Wawancara dengan staff hukum PT BTP dan Pimpinan proyek Gading Green

UNIVERSITAS INDONESIA.

Perlindungan hukum..., Cecilia Masidin, FH Ul, 2012




62

-

Dalam bahasan dan uraian terdahulu disebutkan bahwa suatu perjanjian
tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak,
atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup

untuk itu®?

Dalam kasus yang diteliti penulis, ternyata pengembang telah
membatalkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tertangal 6 Juni 1984 dengan
mengeluarkan surat perjanjian yang dibuat tanggal 25 Sepember 1992 dan
dalam hal ini pembeli juga menandatangani perjanjian schingga dapat
dianggap telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pibak untuk
membatalkan peganjian pengikatan jual beli yang telah dibuat
sebelumnya.

Menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, dikatakan bahwa
apabila syarat ob:ycklif yang dilanggar, maka perjanjian yang dibuat
menjadi batal demi hukum dan pihak yang dirugikan ﬁdak;dapat menuntut
lagi berdasarkan perjanjian yang bersangkutan, karena sudah tidak ada
dasar hukumnya lagi.” Terlebih lagi peganjian pengikatan jual bel:
tertanggal 6 Juni 1984 tersebut dibuat secara bawah tangan dan tidak
terdapat klausula pemberian kuasa kepada pembeli untuk melakukan jual
beli. Pada saat penandatanganan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 6
Juni 1984 antara pengembang dan pembeli, senyatanya telah tejadi cacat
hukum, karena pengembang telah melanggar ketentuan pasal 12 Perjanjian
Pengikatan Jual Beli tersebut, dimana dicanfumkan jaminan dari
Pcngembang bahwa apa yang diperikatkan dengan perjanjian terscbut
adalah benar miliknya pengembang selaku Pihak Pertama dalam
Perjanjian, kenyataannya tanah dan bangunan yang menjadi obyek
perjanjian masih dalara tahap persengketaan. Sayangnya pembeli tidak
tahu harus berbuat apa sclain menenima, pasrah dan -tidak mau melakukan
protes ataupun tuntutan karena mereka hanya menginginkan penyelesaian

secara damai.

% Prof .R.Subekti, S.H dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang Undang Hukurn Perdata

[Burgerlijk Wetboek], ps. 1338
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Keterangan lebih lanjut yang diperoleh oleh penulis berdasarkan
wawancara dengan Ibu Haslinda SH. MSI®’, dikatakan bahwa kasus yang
diteliti oleh penulis ini, proses balik namanya tidak dapat dilaksanakan
pada kantor pertanahan, jika pengalihan hanya dilakukan berdasarkan
perjanjian pengikatan jual beli apalagi dibuat secara bawah tangan, karena
belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti, jadi harus ada akta jual
beli yang dibuat dihadapan PPAT.

Dari Bapak Lihardo Saragih'® penulis memperoleh keterangan

yang tidak berbeda dengan keterangan dari Ibu Haslinda, bahwa Akta Jual
Beli (AJB) yang dibuat olch pejabat yang berwenang yaitu PPAT adalah
satu-satunya alat untuk mengajukan permohonan hak atas tanah atau
pengajuan proses balik nama ke Badan Pertanahan Nasional, walaupun
tidak tertutup kemungkinan bahwa suatu Keputusan -Pengadilan juga
merepakan alat untuk pengajuan hak atas tariah atau prqsés pgngalihan hak
dalam hal terjadinya suatu kasus sengketa yang menyangkut tanah.
Mengapa demikian? Karena, ketentuannya adﬁlah lsPAT baru bisa
membuat AJB apabila pajak tanahnya sudah dibayar lunés, kalau tidak
dengan AJB yang dibuat oleh PPAT, maka pajak-pajak tanah yang
seharusnya dibayar oleh penjual dan pembeli, bisa-bisa tidak dibayar oleh
pthak pihak vang yang terkait yang harus membayar pajaknya. Oleh
karena itu, PPJB tidak dapat dipakai sebagai alat untuk pengajuan hak atas
tanah, apalagi dibuat sccara bawah tangan.
Mengenai ketentuan dalam PP24/1997 pasal 24, lebih jauh Bapak Lihardo
Saragih mengatakan bahwa pasal tersebut belum pemah dipergunakan
untuk pengajuan hak atas tanah, dan belum pernah ada kasus yang
mendasarkan pengajuan hak ats tanah dengan peraturan tersebut, dan
lagipula karena Badan Pertanahan Nasional {(BPN) hanya berpegang pad::
Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh PPAT.

* Kepala Bagian Sub. Administrasi. Kantor Badan Pertahanan Jakarta Utara
100 Kepala Bagian Sub. Sengketa Tanah, Kantor Badan Pertanahan Jakarta Utare.
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Menurut beliau dratas Peraturan Pemerintah (PP) masih ada UU yang
mengatur. Yang sudah bersertifikat pun masih bisa digugat. Lebih lanjut
beliau memberikan keterangan seperti hainya ketentuan dalam Pasal 32

ayvat 2 PP 24 tahun 1997 yang berbunyi bahwa :

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara
sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah
tersebut dengan ittkkad baik dan secara nyata menguasainya, maka
pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi
menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5(lima) tahun
sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan
secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor
Pertanahan yang bersangkutan ataupun. fidak mengajukan gugatan ke
Pengadilan mengenai pehguasaan tanah atau pgﬁefbitan sertifikat
teréebut. t01 s

Lebih lanjut belian mengatakan bahwa kenyataannya dalam
praktek bahwa pemilik sertifikat masih bisa digugat, bahkan yang sudah
memiliki dan memegang sertifikat sclama 100(seratus) tahun pun masih
bisa digugat lagi, karena Negara Indonesia menganut sistim negative yaitu
pembuktian terbalik, bahwa sertifikat merupakan tanda bukti hak yang
kuat, bukan mutiak. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka solusi yang
diberikan oleh Bapak Lihardo Saragih, adalah pengajuan hak atas tanah
baru, karena obyek yang dibahas dalam tesis ini menurut beliau sudah
menjadi tanah Negara bebas, dan pengajuan hak atas tanahnya bisa

dilakukan sesuai proscdure permohonan hak atas tanah baru antara lain :
I.Mengisi formulir permohonan

2. Melampirkan :

! BIRO HUKUM DAN HUMAS BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Peraturan
Jabatan Pejabat Pembuat Alta Tanah, hal. 64
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a. fotokopt KTP/SIM Pemohon atau yang dikuasakan
b. fotokopi PBB tahun begalan dan tanda bukti lunas
¢. fotokopi Surat Tanda Bukti Kepcmilikan atas tanah
berupa : - Sertifikat Tanah
- Surat Tanah Gink atau Milik Adat
- Karte Kavling dan surat-surat kepemilikan
lain vang dianggap sah
- Rekomendasi dani Lurah dan Camat
- Surat tambahan lain yang berhubungan
dengan kepemilikan atas tanah tersebut
- Sural Pemyataan tanah yang dimohon
tidak dalam sengketa/gugatan hukum
(bermeterai Rp.6.000,-)

3. Membayar Retribusi Ketatakotaan sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

4. Selanjutnya procedure seperti biasa antara lam
pengukuran, pembayaran biaya-biaya sesuai kegiatan yang
dilakukan di loket yang ditentizkan, pembuatan peta lokasi,

pematokan dan lain fain sesuat ketentuan.

Berdasarkan wawancara dengan dengan bapak Hotman Martuahman
S.H.'"?, penulis memperoleh keterangan tambahan bahwa pelunasan harga tanah
dapat dilakukan dengan pembayaran ke kas Negara dan pembeli akan menerima
bukti pembayaran berupa kwitansi dan kwitansi tersebut berikut surat-surat lain
yang berkaitan dengan tanah tersebut dilampirkan untuk keprluan mengajukan
permohonan hak atas tanah ke BPN setempat, sesuai proscdur permohonan hak

atas tanah yang dilakukan dengan proses awal berupa pengumuman di kelurahan

letak tanah.

' pejabat Eselon UT BPN Republik Indonesia
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BAB I
PENUTUP

SIMPULAN

1.

Dalam hal terjadit cacat tersembunyi dalam suatu peganjian
khususnya dalam perjanjian jual beli tanah maka Perjanjian
tersebut menjadi tidak sah  dan batal demi hukum, hal tersebut
didasarkan pada ketentvan pasal 1320 KUH Perdata yang
menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perganjian harusiah
memenuhi syarat subyektif berupa kata sepakat mercka yang
mengikatkan din dan kecakapan untuk membuat perjanjian serta
syarat obyektif berupa hal tertentu dan sebab yang halal. Dalam
kasus yang diteliti oleh pcnulis dalam tesis ini, maka yang
dilanggar adalah syarat obycktif schingga perjanjiannya batal demi
hukum yang artinya dari semula tidak pemah dilahirkan suatu
perjanjian dan tidak pernah ada suatu perkatan. Dan mengenai
kekuatan hukum peganjian jual beli nya sendir, maka berdasarkan
Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang
bagi mercka yang membuatnya, maka perjanjian pengikatan jual
beli pada kasus dalam tesis ini hanya berlaku bagi pihak-pthak
yang menandatanganinya dan tidak mempunyai kekuatan hukum
pembuktian  bagi pihak ketiga karena perjanjiannya dibuat
dibawah tangan tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang.

Menurut Peraturan Pemerinizh Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 37
bahwa syarat satu-satunya untuk pengalihan dan pendaftaran hak
atas tanah guna memperoleh bukti kepemilikan hak atas tanah
berupa sertifikat adalah Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT), schingga Peqanjtan Pengikatan Jual
Beli dan Surat perjanjian penyerahan tanah dan bangunan yang

diterbitkan oleh pengembang pada kasus yang diteliti oleh penulis
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dalam tesis int tidak dapat dijadikan dasar dalam hal perolehan hak

atas tanah nya.

B. SARAN
1. Agar setiap perjanjian mempunyai kekuatan hukum pembuktian
yang kuat maka penanjizn jual beli seharusnya dibuat sccara
otentik  yaitu oleh/dihadapan Notaris sebagai pejabat yang
berwenang supaya mempunyai nilai kekuatan hukum pembuktian
yang sempwmna terhadap pthak ketiga.

2. Agar dalam setiap peganjian pengikatan jual beli dicantumkan
klausula kuasa jual, sehingga memudahkan bagi pembeh
manakala penjual tidak dapat melakukan penandatangan akta jual
beli dibadapan Pejabat Pembuat Akta Tapéh (PPAT) yang
berwenang membuatnya, scbagal syarat untuk mengajukan
permohonan dan pendaftaran hak atas tanahnya di Kantor Badan

Pertanahan Nasional.
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Herlien Budiono, Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Mutlak, Majalah
Renvooi, Edisi tahun 1, No. 10, Maret, 2004.

Soerjadt Soerdidja, KOMPAS tanggal 23-12-1999

LAIN-LAIN
Indonesia, Direltori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN No. 1517 K/Pdt/2003

LAMPIRAN

1.

Surat Permohonan Izin Memperoleh Data tanggal 28-11-2011 No.
621/H2.F5.Mkn/PDP.04 Tugas Akhir/2011 ditujukan kepada :

1. PT Bangun Cipta Sarana F

2. PN Jakarta Utara

3. BPN Jakarta Utara
Surat Bukti Pemesanan Rumah Nomor 000169 tanggal 06 Juni 1984.

. Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 181/GMU/V1L/84 tanggal 6 Juni

1994

5. Surat Perjanjian tanggal 25 September 1992

ljin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 12003/IMB/1984 tanggal 03-

10-1984
Surat Edaran Badan Kerja Sama Vespa Dan Bangun Tjipta Pratama

8. Peta Lokasi

Prosedur pelayanan Ketetapan Rencana Kota (KRK)
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| _ UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

Kampus Baru Ul, Depok 16424, Indonesia
Telp. (021) 7270003, 7863442, 7863443, 7863288, 7872377
Faks. (021) 7270052, E-mail : efhavi@makara.cso.ui.ac.id

Nomor : 621 /H2.F5.MKn/PDP.04 Tugas Akhir/2011
Lamp. :
Hal :Permohonan Izin Memperoleh Data

Kepada Yth.
PT. Bangun Cipta Sarana
Di Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tugas akhir dalam penulisan Tesis yang berjudul “Perlindungan
Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik Dengan Alat Bukti Kepemilikan
Perjanjian PJB Dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Dari Pengembaag PT.

M.U.”.
Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
dengan 1t kami mohon agar kepada mahasiswa :

Nama : Cecilia Masidin
NPM : 090665250

Dapat di 1zinkan untuk memperoleh bahan-bahan/data serta wawancara yang
berhubungan dengan hal tersebut di alas.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami
sampaikan tenima kasih.

Depok, 28 Nopember 2011
etua Program Magister Kenotanatan

Perlindungan hukum..., Cecilia Masidin, FH Ul, 2012
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Faks. (021) 7270052, E-mail : efhaui@makara.cso.uvi.ac.id
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Nomor : 621 /H2.F5.MKn/PDP.04 Tugas Akhir/2011
Lamp. :
Hal :Permohonan Jzin Memperoleh Data

Kepada Yth.
PN. Jakarta Utara
D1 Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tugas akhir dalam penulisan Tesis yang bejudul “Perlindungan
Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik Dengan Alat Bukti Kepemilikan
Perjanjian PJB Dan Surat Pernyataan Penyerahan Hak Dari Pengembang PT.

M.U.".
Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

dengan int kami mohon agar kepada mahasiswa :

Nama : Cecilia Masidin
NPM : 090665250

Dapat di izinkan untuk memperoleh bahan-bahan/data serta wawancara yang
berhubungan dengan hal tersebut di atas. o

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami

sampaikan terima kasih,

Depok, 28 Nopember 2011
etua Program Magister Kenotariatan
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Nomor : 621 /H2.F5. MKn/PDP.04 Tugas Akhir/2011
Lamp. :
Hal :Permohonan Izin Memperoleh Data

Kepada Yth.
BPN. Jakarta Utara
Di Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tugas akhir dalam penulisan Tesis yang berjudul “Perlindungan
Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik Dengan Alat Bukti Kepemilikan
Perjanjian PJB Dan Surat Pernyataan Penyerahaw Hak Dari Pengembang PT.

MU
Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

dengan i1 kami mohon agar kepada mahasiswa :

Nama : Cecitlia Masidin
NPM : 090665250

Dapat di izinkan untuk memperolch bahan-bahan/data serta wawancara yang
berhubungan dengan hal tersebut di atas.

Demikian permchonan ini kami ajukan, atas perhatian dan bantuan yang diberikan kami

sampaikan terima kasih.

Depok, 28 Nopember 2011
etua Program Magister Kenotariatan
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PT MISORI UTAMA 000169

4th Floor, Arka Building, J!. K.H, Wahid Hasyim 8486, Jakarta Pusat, indonesia.
Tel. : 333903, 333912, 333960, 3235Q3 Telex : 45343 ARYACOR 1A

BOKTI PEMESANAN RUMAH

Nomor =

———

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sentiguwati Hslim

Alamat : Bang Delima V RT 007 RW 04 Jakarta Barst
Pekerjaan- " : Ibu Rumﬁh tangga _

Nomor KTP = 016991 Kelurahan: Tanjung Duren

Dengan ini menyetakan setuju "memesan” untuk membeli sebuah
bangunan rumah péda g N :
[ perumahan "GADING MAS UTAMA". Terletak i Wilayah -
DKI Jakarta.
[] “prurr mMas" Rreal Estate, terletak di Wilayah DKI -~
Jakarta.

Dengan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan seperti terlam

. pir.
Type : 76/135
Luas tanah : 135 M2
' Luas bangunan.: .76 M2
Kaveling No. : 10 Blok AS Zone II
Dengan harga tunal, Rp .23.150.008, - P
g (.Du3 Bl NI e s o R = o RIS 0L Bupiah, o)
Penyetoran sebagai tanda jadi/pemesanan Rp 32172, 500, ———.

--------------------------------------

telah diterima oleh PT MISORI UTAMA, dan atas jumlah penexi-

maan tersebut surat ini bexrlaku juga sebagai kwitansinya.

Harga pengikatan termasuk:

1. Sertifikst stas nemz perusszhaan

2. Ijin Mendirikan Bangunan
3. Listrik 900 Watt

4. Pompa tengass

WA a o e

Ausiimeenipe
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Biaya-biaya yang harus ditanggqung oleh pembeli:

1. Biaya akte P.P.A.T. untuk transaksi jual-hbeli,

2. Biaya balik nama sertifikat atas nama pembeli.

3. Pajak pajak lzin-yang ditentukan oleh Pemerintah.
{dibayar pada-ga;t penyerahan rumah) .

4. Xﬁx%%xEﬁﬁﬁ*ﬁﬁkﬁﬁgﬁKﬂﬁxﬁﬂﬁﬁﬁXxﬁﬁxXﬂXL
5. Biaya penyambungan air dari PAM.

Syarat-syarat pembayaran;

N ~ 086 Juni 1984 Down Payment fAp 3.1?2.500,—<(
s 06 Juli 1984 Pembayaran I Rp 1.903.500,- -~
- 06 Agustus 1984 Pembayaran II Rp 1.903,500,- .
it 06 Septsmber 1984 Pambayaran IIT Rp 1.903,.500,~
06 Oktober ' 1984 Pambayaran IV Rp 1.903.500,-
= 06 MWNovember 1984 Pembayaran V Rp 1.903.500,-
é = 056 Desember 1984 Angsuran 30 af Rp 404.200 ,—

sampai dengan 06 Mei 1987 -
= 3 7 I3 27y 2po

T

Penyerahan rumah:

S

1. Penjual akan menyerahkan rumah tersebut pada tanggal 10 November
" .J9R% setelah pembayaran mencapai 60 % dari harga rumah
p tersebut.
2. 'Apabila pembeli tidak bersedia menerima penyerahan rumah
- tersebut, maka setelah habis jangka waktu 14 hari setelah
tanggal penyerahan diatas, rumah tersebut dianggap telah
diterima dengan balk oleh pilhak pembeli serta layak untuk
dihuni.
Sanksi-sanksi:

i. Apabila pembeli dalam jangka waktu 30.. hari sejak tanggal

surat ini ditanda tangani tidak melakukan pembayaran hingga
mencapai 24... % darxi harga rumah, maka pemesanan ini di -
anggap batal dan dengan ini melepaskan ketentuan dalam

pasal 1266 darn :267 KUHP, sedangkan uang setoran tersebut
tidak akan dikembalikan, karena merupakan biaya daripada
sanksi pembatalga. _
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2. BApabila pembels terlambat membayar angsuran yang telah
ditentukan, maka atas ketérlambatan tersebut pembeli di
kenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar 3% se-
tiap bulannya, dihitung dari jumlah angsuran yang terhutang.

3. &Apabila pembeli tidak/lalai membayar angsuran 3 bulan ber
turut-turut, maka perjanjian'pqusahan rumzh mepjadi
batal (dengan mengenyampinékan ketentuan dalam pasal
1266 dan 1267 KUHP). :

4. Apabila pihak pembeli membatalkan secara sepihak atau
batal.karena seperti tersebut dalam ad 3, maka pembeli
dikenakan denda administrasi sebesar :

— 15% dari harga rumah sebelum serah terima.

~ 50% dari harga rumah setelah serah terima.

Jakarta, 06 Juni 1984

gb“Penerima pesanan: Mengetahui : Pemesan :

Stevy Gunawan gustinus H Sentiawati Halim

PEERERERIEY
[] HMETLAAL o

Lain-ldin:

- Selag;-pembayaran belum lunas seluruhnya, pembeli tidak
diperbolehkan untuk menyewakan, menukarkan maupun menga
lihkan haknya atas rumah tersebut. '

- Hal-hal lainnya yung belum diatur dalam surat ini, akan
diterangkan didal-m penéikatan jual-beli yang nantinya

akan dibuat antara pembeli dengan PT MISORI UTAMA.
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PT MISOR!I UTAMA

PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI
Nomor: 181/GRU/v1/84

Pada hari ini  Rabu tanggal enam butan  Juni tabun
seribu sembitanratus delapanpulub empat —_ _
Yang bertanda tangan di bawah inf { - ————————————— — — ——— T
1. Nama : IR. A. HANDI PRANATA

direktur, datam hal ini bertindak dalam jabalan-
aya tersebut untuk dan atas nama PT MISORI
UTAMA, ————— o —
berkedudukan di Jakarta selanjutnya disebut:—
——————— PIHAK PERTAMA —— ———

2. Nama : SENTIAWATI HALIM
Atamat : Gang Delimz V RT D07/RW 04 Jakarte Brt
Nomor KTP . 016991

dalam hzl ini bertindak untuk dan atas nama—

diri sendiri
berdasarkan surat Kuaca iertanggst

selanjutnya disebut | ——— e —
——————— PIHAK KEDUA ——— ————

Kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk membuat perjanjian pengikatan jual
beli tanzh dan bangunan yang akan/sedang didirikan diatasnya yang letak, luas
serta kondisi-kondisi lainnya akan disebut dibawah ini, dengan memakai syarat-
syaral dan ketentuan-kKetentuan sebagai berikvt §: ———— — ——— —

PASAL 1
POKOK PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA menerangkan dengan ini mengikat diri sekarang dan untux ke-
mudian pada waktunya untuk menjual dan menyerahkan kepada PIHAK KEDUA
yang menerangkan dengan ini rﬁengikatkan diri, sekarang dan untuk kemudian
pada waktunya untuk membeli dan menerima penyerahan dari PIHAK PERTAMA
sebidang tanah berikut bangunan rumah yang akan/sedang didirikan di atas tanah
tersebut yang dibuat sesuai dengan bestek dan gambar terlampir dengan perinci-
ansebagaiverikt | - - ————— et

1. Sebidang tanah terletak di "KOMPLEKS PERUMAHAN GADING MAS UTAMA/ &

POOIXKIAS YOS, —— —— — — —— e o e

S r——— -

_E.Q.ﬂlﬂgupggn.h_ukum.‘._.,_()ecilia Masidin, FH UI,.-2012







Kaveling nomor : 10 Blok AY9 Zone II

Jalan : Harpa Raysa
Kelurahan . Kelapa Sading
“ecamatan : Koja

Luas 135 M2

Luas tanah tersebut masih bersifat sementara berdasarkan pengukuran advice
planning dari Dinas Tata Kota DKI| dan yang nantinya akan disesuaikan dengan
luas tanah sebenarnya yang tercantum dalam senifikat, - —————— — — ——
Untuk seieiihan atay kekurangan luas tanah tersebut akan diperhitungkan kemudi-
an berdasarkan harga tanah per M2 seperli tercantum dalam pasal 2 ayat 1 per-
janjian ini, dan perhitungan kelebihan/kekurangan harga berdasarkan luas tanah
tersebut akan disetesaikan olei masing-masing pihak sebelum akte jual beli di-
tandatangani, ————-—————— ———

2. Sebuah bangunan type: 76/135
Luas bangunan c 76 M2

3. Akan dilengkapi dengan : T A e
— Surat izin Mendirikan Bangunan dari instansi yang berwenang. — — — — —
— Daya listrik sebesar 900 waf - ——— i o o — ——m — —— —
— Sertifikat Hak Guna Bangunan, dari instansi yang berwenang. —— — — —

PASAL 2
HARGA PENGIKATAN
Pengikatzn juai peii ini dilangsungkan dan diterima dengan hargga ———— —-——
(belum termasuk PPN} Rp. 21.150.000,- (dua puluh satu juta serzius ——
lima puluh ribu rupiah) —

dengan perincian : —————————————— —— — —

a. Hargatanah Rp. 13.500.000,- (tigs beless jutz lims ratus ribu rp)

b. Harga rumah/bangunan dan perlengkapan {pasallayat 3) ———— — — — — )
Rp. 7.650.000,~ (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

PASAL 3
CARA PEMBAYARAN

Cara pembayaran dapat dilakukan sebagai berikut: - -——————-—————
1. Pembayaran denganiunas sebe¢sar Rp.

2. Pembayaran secaraangsufan : ——— — — — — — —— — ___—— .
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1. Perlama-tama Down Payment sebesar 15 %dari harga pengikatan, ——

atau sebesar Rp.
dus ribu lima ratus rupiah)

3.172.500,—- {tiga juta seratus tujuh puluh -

Pajuk Pertambahan Nilai {(PPM) zebesar 10 % darn narga banguran — —

atau sebesar Rp.

765.000,- {tujuh ratus enam puluh lima rihu cp)

dibayar oleh PIHAK KEDUA bersamaan pada saat pembayaran Down
Payment, —— - — —————— —— — —

2. Sebagian lagi sebesar 45 % dari harga pengikatan atau sebesar —— —
Rp. 9.517.500,- {sembilan juts lima ratus tujuh belas ribu

tima rztus rupiab -
berturut-turut dibayafr dalam limas

sama bhesarnya vaitu ———

masing-masing

kali angsuran bulanan

Rp. 1.903.500,- (satu juts sembilan ratus tiga ribu lima --

ratus rupizh}

3.. Sisanya.sebesar4l % dari harga pengikatan atau sebesar
Rp. B.480.000,- (delapan juta esps=% ratus enam puluh ribu rp)

Dibayar dalam 30 kali angsuran bulanan berturut-turut —
masing-masing angsuran sama besarnya yaitu sebesar —
Ap. 404.200,- (empat ratus empat ribu dua ratus rupizh) —--

setiap bulan, ———4——— e -o—-—- — —— — — — — —

Apabila pembayaran sisa angsuran dilakukan untuk waktu lebih dari 2 (dua)
tabun, maka jika karena adanya kebijaksanaan pemerintah terjadi perubahan
nilai vang rupiah terhadap US dollar (devaluasi} maka apabila perubahan nilai
rupiah tersebut mencapai 15 % atav {ebih maka sisa angsuran PIHAK KEDUA
yang terhutang akan disesuaikan dengan nilai US dollar yang bary, —— ——

Kesemuanya ini satu dan lain seperti disebut dalam daftar perincian di bawah ini.

06
06
06
06
06
0s
06

g6

Juni 1984
Juli 1984
Agustus 1984

September 1984
Gktober 1984
November 1984

Desember 1984

s/d

Mei 1987.

Doun Payment
Pembzyaran 1
Pembayaran II

Pembayaran IT1 ~

Pembayaran I¥ - 1%

Pembayaran V¥ _

Angsuran 30 bulan at

Rp 5.172
Rp 1,903
Rp 1.803
Rp 1.903
Rp 1.903
Rp 1.903
R 40é

Perlindungan hukum..., Cecilia Masidin, FH Ul, 2012

.s00,-
.500,- ~

.500,- 7
.500,~ ~—

.s00,-

.500, - i

.290, - ,

“%?L~1:B.3ﬁ;—ézp
| |




PASAL 4
SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

Sermua pembayaran dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan jadwal ter-
sebut dalam pasal 3 tanpa diberiizhukan teffebih aahuiv dari PIHAK FER-

TAMA,

Pembayaran dilakukan oleh P{HAK KEDUAfwakilnya di Kantor PIHAK PER-
TAMA (Jalan K.H. Wahid Hasyim 84-86 Jakarts Pusat)
atau dapat dengan cara "Transfer Bank™ pada Bank PIHAK PERTAMA vaitu :

o

BANK UMUFM NASIONAL (KP)} Jl. Cikini Reyaz 78 Jskartz Pusat ————-

No. Rekening : 20.4734 - -
dengan mencanlumkan nama PIHAK KEDUA, nomor Kaveling dan mengirim-
kan copy nota transfer ke zlamat PIHAK PERTAMA uniuk pembuatan

kwitansinya, —————— - — — ——— e —

Untuk setiap pembayaran kepada PIHAK KEDUA, zkan diberikan kwitansi
tanda terima dari PIHAK PERTAMA, ——— - — —— — — — — — —

Apabila PIHAK KEDUA terlambat/ialai atau tidak dapal memenuhi kewajiban-
nya sepenii dimaksud dalam pasal 3 di 2tas, maka PIHAK KEDUA dikenakan
biaya administrasi untuk setiap hari keterlambatan sebesar 1°/0djari fumlah
angsuran yang terhutang, keterlambatan mana telah terbukii dengan lewainya
waktu saja, sehingga untuk ini tidak diperlukan lagi surat teguran resmi

atau surat lain yang sejenis, ——— —————— — — ——— — — —

Apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan setiap pembayaran angsuran selama
3 (tiga) bulan berturut-turut, maka pengikatan ini menjadi batal dengan sen-
dirinya menurut Hukum (diatur datam pasal 7 dan 8) - ——————— — — —
Dalam hal terjadi demikian kedua belah pihak saling melepaskan ketentuan-
ketentuan dalam pasal 1266, 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. ——

PASAL 5
PENYERAHAN

PIHAK PERTAMA berjanji dan mengikat diri untuk menyelesaikan rumah ter-
sebut dan menyerahkan tanzh dan bangunan tersebut kepada FIHAK KEDUA

dengan Kelentuan PIHAK KEDUA telah membayar sebesar harga pengikatan
{juga biaya administrasi dan biaya lain yang terhutang). ——— — — ————

pada tanggal 10 November 1984

Dalam hal terjadi suatu hal diluar kekuasaan PIHAK PERTAMA (Force Majeur)
misalnya karena pemogokan buruh, kerusuhan, pemberontakan, bencana
alam ataupun karena peraturan Pemeriniah maka jangka waktu penyelesaian
dan penyerahan dapxt diperpanjang dan akan diatur dalam perjarjian tam-

T

bahan.
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3. Apabila pada tanggal —--10 November 1384 _ _ _ piyak KEDUA

belum melunasi sebesar 60 % dari harga pengikatan (juga biaya ad-
ministrasi dan biaya fain yang terhutang}, maka penyerahan akan dilakukan
oleh PiIHAK PERTAMA kepada PISAK KEDUA 1 (saiu) han selefain PIHAK
KEDUA melunasi &0 % harga pengikatan berikut biaya administrasi

dan biaya lain yang terhutang. — — - ———— — — — — ———— — — —

4.  Apabita PIHAK PERTAMA teriambat/ialai menyerahkan rumah {berikut tanah)
pada hari yvang telzh dilelapkan, maka PIHAK PERTAMA dikenakan sanksi
denda untuk selizp hari keterlamiatan yaitu sebesar19/00 dari harga rumah
yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA seperti yang dimaksud dalam pasal 2,
keterfambatan mana lelah terbukli dengan lewatnya waktu saja, sehingga
untuk ini tidak diperlukan fagi surat teguran resmi atau surat lain yang se-
jemts, —————————— ———

5. Pada tanggal penyerahan PIHAK KEDUA wajib datang untuk memeriksa fisik
rumah dan menerima penyerahan dari PIHAK PERTAMA dengan membuat
“"BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN SERAH TERIMAY, ———— — — . —

6.  Apabila PIHAK KEDUA lalai atau belumitidak bersedia untuk metakukan pe-
meriksaan fisik dan menerima penyerahan rumah {dan tanah) pada wakiu
vang teizh ditetapkan, maka dalam jangka waktu 7 {tujuh} hari seielah tanggai
tersebut, dengan lewainya waktu saja- PIHAK KEDUA dianggap tefah me-
nerima rumah berikut tanah tersebut dengan baik dan selayvaknya sehingga
segala risiko yang timbul setelah t~ngga! sarah terima tersebut menjadi
tanggung jawab dan diniky! gleh SIHAK KEDUA terkecuali karena hal-hal
datam masa pemeliharaan, — — —— — — — .

PASAL 6
MASA PEMELIHARAAN

Dalam balas waktu dua bulan setelah tanggal penyerahan merupakan masa peme-
ltharaan, dimana PIHAK PERTAMA masih bertanggung jawab atas segala kerusak-
an-kerusakan yang disebabkan oleh karena kesatahan teknis dafi atau konstruksi
banguanan, akan letapi bukan karena kerusakan-kerusakan lain yang disebabkan
oleh kesalahan PIHAK KEDUA danfalau pihak luvac, — — —— — o — — — 0

PASAL 7
PEMBATALAN

1. Pengikatan jua! beli ini menjadi batal apabila 1 — ——— — ——— — —____
— Olen karena suaty hal atas kemauan dari PIHAK KEDUA sendiri — — —
membatalkan pengikatan jual beliini, - ———— — - — —— —

— Karena PIHAK KEDUA lalaifterlambat melakukan kewajiban untuk — — —
membayar angsuran setama 3 (tiga) bulan berturut-turgt ——— ——— —

{pasal 4 ayat 5). —— e o
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— Karena perjanjian pengikatan ini dizlihkan oleh PIHAK KEDUA kepada
pihak fain tanpa seizin PIHAK PERTAMA (pasal 10 ayat 2. ——————

Dzlam hal terjadi pembatalan seperti dimaksud datam ayat 1 di 2ias, maka
PIHAK KEDUA dikenakan denda sebagai sanksi atas batalnya peongikatan
jual beli ini sebesar 50 (limapuluh)®  dari jumlah harga pengikatan se-
perli disebut dalam pasat 2 dan melunasi biaya administrasi yang terhutang
serta biaya fginyang imbuil, - —————— (o — - —  — — —— — — —

PIHAK KECUA diwajibkan unluk mengembalikan tanah dan bangunan ter.
sebut seperti keadaan semula apabila PIHAK KEDUA telah mengadakan
perubahan danfatau penambahan atas bangunan (rumah) tersebut. maka
PIHAK PERTAMA tidak wajib serta dibebaskan PIHAK KEDUA untuk me-
ngembalikan jumiah uang yang telah dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA untuk
perubahan danfatau penambahan rumah tersebut, - ———————————

PASAL 8
AKIBAT BATAL

Sebagai akibat batal, maka PIHAK KEDUA akan menerima kembali dari PIHAK
PERTAMA jumlah harga pengikatan yang telah dibayar oleh PIHAK KEDUA
kepada PIHAK PERTAMA setelah dikurangi biaya administrasi, sanksi denda
dan biaya lainnya yang terhutang. - ——————— —— — — — — — —

Apabila ternyata jumlzh dari harga pengikatan yang diterima oleh PIHAK
PERTAMA lebih recil #ard jumiah sanksi denda, biaya administrasi dan biaya
lainnya yang terhutang, maka PIHAK KEDUA wajib membayar kekurangannya
tersebut kepada PIHAK PERTAMA, vang dapat ditagih dengan seketika dan
sekaligus funas, ———— ——— —— ——

Apabila karena suatu hal pengembalian vang tersebut belum dapat diterima
oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA akan menyimpan uang pengem-
balian tersebut untuk kepentingan PIHAK KEDUA sedangkan uniuk ini PIHAK
PERTAMA tidak diwajibkan untuk membayar bunga kepada PIHAK KEDUA, —

PIHAK KEDUA wajib dan mengikat diri untuk menyerahkan kembali rumah
{berikut tanah, kunci-kuncinya} tersebut kepada PIHAK PERTAMA dalam
keadaan kosong {tidak dihuni seseorang) dan dalam keadaan seperii semula,
atau apabila telah diadakan perubahan harus telak dalam keadaan selesai
seluruhnya (dengan mengingat pasat 8), - ———— — ———— —_—_———

Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya tersebut pada ayat 4,
maka PIHAK PERTAMA sekarang untuk nanti pada waktunya diberi oleh
PIHAK KEDUA kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dan tak akan ber-
akhir karena sebab-sebab yang disebul dalam pasal 1813 Kitab Undang-
Undang Hubkum Perdata, untuk melakukan pengosongan sendiri, kalau periu
dengan bantuan pihak yang berwajib, sedangkan semua ini atas tanggungan
dan biaya dari PIHAK KEDUA, —\ ————— i o — — — —— — —— _

N
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PASAL 9
PERUBAHAN BANGUNAN

1.  PIHAK KEDUA dilarang untuk mengadakan perubahan/penambahan bangunan
sebelum hargs pengikatan yang disebul datam pasai 2 diiunasi sslurunnya

oleh PIHAK KEDUA, — — e e e

2. Setiap perubahan/penambahan bangunan, PIHAK KEDUA diwajibkan untuk
mendapat perselyjuan secara tertulis lebih dahulu dari PIHAK PERTAMA,
dan dari Suku Dinas Pengawasan Pembangunan Kota DKI Jakarta, — ———

3.  Segaia biaya perubahan dan penambahan bangunan tersebut dan akibat vang
timbul berkenaan dengan perubahan dan atau penambahan tersebut menjadi

tanggung jawab dan dipikul oleh PIHAK KEDUA, ——~——— ———— ———

PASAL 10
PEMINDAHAN DAN PENYERAHAN HAK

1.  Apabila PIHAK KEDUA hendak memindahkan dan menyerahkan hak dan ke-
wajiban atas rumah (dan tanah) tersebut dalam perjanjian pengikatan jual
beli ini kepada PIHAK KETIGA, maka PIHAK KEDUA harus mendapat per-
setujuan tertulis terlebih dahuly dari PIHAK PERTAMA dan diwajibkan mem-
bayar lunas seluruh angsuran dan biaya adminisirasi dan biays lain yang
terhutang, — —— — o

2. Apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan dalam ayat 1 di atas maka per-
fanjian batal demi Hukum, dan dalam hai demikian kedua belah pihak saling
melepaskan katentuan-kelentvan dalam pasal 1266, 1267, Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, untuk kebatalan ini telah diatur dalam pasat 7. ——

3. Uniuk pemindahan dan penyerahan hak tersebut akan dibuatkan surat per-
setujuan pemindahan dan penyerahan hak antara PIHAK KgEDUA dengan

PIHAK KETIGA dihiadapan PIHAK PERTAMA., — — — — — e —
4, Untuk pemindahan dan penyerahan hak tersebut PIHAK KEDUA dikenakan
penggantian biaya administrasi sebesar 2¥2 % dari harga pengikatan (pasal
2}, kecualf karena warisan. - ———— ———— — — — —
5. Perjanjian pengikatan jual beli ini mengikat para ahli waris maupun penerima
hak dari PIHAK KEDUA, dan mereka wajib untuk mentaati semua syarat-
syarat dan ketentuan-ketentuan tersebut dalam surat perjanjian pengikaian

jual beli inf, ————————

PASAL 11
ASURANSI

1.  PIHAK PERTAMA akan menutup asuransi pada suzatu perusahaan asuraasi :

terhadap kebakaran zlas bangunan rumah tersebu! —— — ———— —
atas nama dan uniuk kepeniingan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ber-

sama-sama. - =
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2. Premi asuransi dan biaya yang berkenaan dengan asuransi tersebut sepenuh-
nya menjadi beban dan dibayar oleh PIHAK KEDUA, ———————————

3. Daiam hal timbu! kejadian-kejadian sesuai dengan pokok asuransi (ayat 1 di
atas), maka pengganiian kerugian oieh pihak perusahaan asurans! akan di-
bayarkan sepenuhnya kepada PIHAK PERTAMA, yang nantinya akan diper-
hittngkan dengan sisa angsuran berikut biaya administrasi dan biaya lain
dari PIHAK KEDUA yang masih terhutang. ————— —— ——— —————

4, Apabila setelah diperhitungkan ternyata jumtah penggantian kerugian dari
perusahaan asuransi tersebut melebihi sisa hutang dari PIHAK KEDUA, maka
jumlah kelebihan tersebut akan diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada
PIHAK KEDUA tetapi apabila terjadi sebaliknya maka PIHAK KEDUA wajib
dan mengikatkan diri untuk membayar kekurangan tersebut kepada PIHAK

PERTAMA., —————— —_—_——— e ————————— e ——

) PASAL 12
JAMINAN
1. PIHAK PERTAMA menjamin bahwa apa yang diperikatkan dalam perjanjian
nengikatan jual beli ‘ini benar-benar miliknya PIHAK PERTAMA, tidak ter-
sangkut suatu perkara atau sengketa, tidak digadaikan atau dijaminkan, tidak
dipertanggungkan dengan cara apapun juga dan bebas dari sitaah}; —_——

2. Sebelum harga pengikatan (berikut biaya administrasi dan biaya iain) dibayar
lunas seluruhnya, maka PIHAK KEDUA tidak diperkenankanidilarang untuk
qenyewakan, menjaminkan dan mempertanggungkan dengan cara apapun
juga tanah dan bangunan tersebut kepada PIHAK KETIGA, ——— — — ———

PASAL 13
PENANDATANGANAN AKTE PPAT

1. Setelah PIHAK KEDUA melunasi seluruh harga pengikatan (berikut biaya
administrasi dan biaya lainnya, dan sertifikat tanah telah’ dilengkapi), maka
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menandatangani akte jual beli
dihadapan Pejabat Pembuatan Akte Tanah (PPAT) — ———— —— — ——

2  Semua biaya untuk pembuatan akte jual beli tersebut dan biaya balik nama
atas nama PIHAK KEDUA sepenuhnya menjadi beban dan harus dibayar oleh
PIHAKKEDUA, — —0— —— — — — — — — — — —

PASAL 14
PERUBAHAN ALAMAT

1. Setiap kali terjadi perubahan alamat dari PIHAK KEDUA maka diwsjibkan _
untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA. — —— —— -

2. Jika terdapat perubahan alamat, maka seflama DIH;!"\K PERTAMA belum me-
nerima pemberitehuan secara tertults dari PIHAK KEDUA maka PIHAK

~1.8. 89 -
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KEDUA dianggap beralamat yang fama, dan segata hal-hal/akibat yang mung-
kin timbul karenanya menjadi tanggungan dari PIHAK KEDUA, —— — —— —

DASAL 15
LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang beium diatur dalam perjanjian pengikatan jual beli ini akan diatur
dalam perjanjian tambahan yang akan diputuskan berdasarkan musyawarah
antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan perjanjian tambahan ini
werunakean pelengkap dan merupakan satu kesatuan dengan pengikatan jual
beliinf, ——er——— — — — e e

2. lpeda atas tanah berikut bangunan tersebut menjadi beban dan wajib dibayar
oteh PIHAK KEDUA kepada instansi yang berwenang terhitung mulai tahun
berjalan saat penyerahan rumah. ———o——— — . _ . . __

PASAL 16
COMISILLI

Tentang perjanjian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya kedua belah pihak
memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum dt kantor Panitera

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarlgz, — ———ei—r— — — — e e
Demikian perjanjian pengikatan jual beli ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang
sama bunyi dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah
ditandatangani oleh kedua belazh pihak, - ————o— —— —— . __ —

~TPIHAK PERTAMA - - PIHAK KEDUA -

%"rsﬁ'ﬁ'ﬁ £E)

{ SENTIAWATI HALIM Y

NOI PRANATA

SAKSI-5AKS! :

W/Mw/ sy

ORS. AUGUSTINUS HALIMm ) ( STEYY GUNAWAN )
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_Perlindungan hukum..., Cecilia Masidin, FH UI, 2012~ _!..;_ e e

= B I i
O iTee H I T Sed N ' oot ! T




Sy

PERJANJIIAN
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Pada hari ini, Jum'at, 25 September 1992 yang bertanda tangan -

dibawah ini

Nama : I. Drs. TJAHJADYI KAMADJAJA, Direktur PT. MISORI -
UTAMA berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini ber
tindak dalam jabatannya, untuk dapat atas nama -
mewakili perusahaan PT. MISORI UTAMA berkedudukan
di Jakarta. —————momem—— e — e —————————

ITI. Ir. MEILONO SOEWONDO MBA, Direktur PT. BANGUN -
TIIPTA SARANA, berkedudukan di Jakarta dalam hal
ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas -
nama mewékiii-pefusahaan PT. BANGUN TJIPTA SARA-
NA berkedudukan di Jakarta.

Bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai - _
PEHAK PERTAMA . s——=8C-_ = — ol " .

N ama : Ny. SETIAWATI HALIM, swasta beralamat di Jl.Simphoni
IV/B.8/26 Rt.010/Rw 008 Pegangsaan Jakarta Utara.
Untuk melakukan tindakan hukum dibawah ini dibantu
oléh suamiﬁya Tn. YAKOB MASIDIN, swasta beralamat

di J1.simphoni IV Blok B/26 Rt.010/008 Jakarta.
dengan ikut menandatangani perjanjian ini. ———ee--

i Perjanjian dibawah ini dibuat sebhubungan dengan adanya PIHAK -
i PERTAMA pada tanggal 6 Juni 1981, pérnah mengadakan pengikatan
i jual beli dengan PIHAK KEDUA atas sebuah tanah dan bangunan-di-
: Blok A.9 Kav.no.l0 perumahan GADING MAS type 76/135 luas tanah
135 M2 luas bangunan 76 M2 (tujuh puluh enam meter persegi) -
dengan harga Rp. 21.150.000,- (dua puluh satu juta seratus lima
puluh ribu rupiah) sampai dengan tanggal_Q_Egggggggﬂlﬂﬁﬂ_PIHAK
KEDUA baru membayar Rp. 13.101.100,- (tiga belas juta seratus-
satu ribu seratus rupiah). ‘

Dikarenakan satu dan lain hal pengurusan sertifikat atas tanah
tersebut tidak bisa terbit keatas nama PIHAK KEDUA, maka kedusa




belah pihak pada hari ini mengadakan perjanjian sebagai berikut
dengan diatur kedalam pasal-pasal dibawah ini '

PASAL 1

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada tanggal 22 September -
1992 telah mengadakan kesepakatan bahwa saling menerima keputu-
san yang diambil oleh kedua belah pihak yang mana kedua belah -
pihak sudah saling mengetahui baik atau buruk, keuntungan mau -
pun kerugian yang diterima dikemudian hari mengenai apa yang -

diperjanjikan yaitu PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA

tanah dan bangunan atas kaveling Blok A.9 No.1l0 diperumahan -
GADING MAS dalam kondisi seperti saat ini yaitu baik keaddan fi
sik maupun surat-suratnya yang tidak lengkap kepada PIHAK KEDUA

dan PIHAK KEDUA bersedia MENEriManyd. ——————w=m e e

PASAL - 2

Bahwa PTHAK KEDUA berjanji tidak ak minta lagi Sertifikat -
tanah dtau surat-sural lain kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PER-~

TAMA tidak akan menagih apapun lagi dari PIHAK KEDUA. ——v-e-we—-

PASAL 3

Bahwa PIHAK KEDUA dikemudian hari tidak akan mengadakan tuntutan

maupun gugatan apapun terhadap PIHAK PERTAMA mengenai tanah dan

PASAL. 4

Tentang perjanjian ini dan segala akibat serta pelaksanaan K&dua
L

BElaH pihak memilih tempat tinggal dan umum dikantor Panitera

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta. ——-—r-omoneme—omom—

Perlindungan hukum..., Cecilia Masidin, FH Ul, 2012
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Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap tiga yang sama
bunyinya dan dua diantaranya bermeterai cukup serta ditanda -
tangani oleh para pibak yang bersangkutan di Jakarta dan -

saling mengikat. —wer———————— e

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
I. P7T. MISORI UTAMA

Ny. SETIAWATI HALIM _ _Drs.tf_-’TJ'AHJADI KAMADJ AJA
/ II. PT. BANGUN TJIPTA SARANA

pre=

Tn. YAKOB MASIDIN

Ir. MEILONO SOEWONDO MBA.

__ Perlindungan hukum.Cecilia Masidin_EH Ul_2012
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\/ ESPA D/—\N BANGUN TJIPTA PRATAMA

Kepada yth Bapak / ibu
Penghuni Kelapa Gadmg BCS
di tempat '

Sehubungan dengan tefah selesamya sengketa tanah antara
Vespa dan Bangun lepta Pratama, maka kami bermaksud menjajagl'
keinginan warga kompiex Ke!apa Gadlng di sekitar_jalan. Melodi Mas
dan Jalan Symponi-Mas untuk memiliki Kaviing.” Untuk memperoleh
penjelasan lebih lanjut -, silahkan menghubungi sdri “Titin“ atau
“Niken“ - di (021).475, 6789 ‘pada har. Senin s/d Jumat, antara jam
09.00 s/d 17.00, atau Fax. (021) 475. 9603,

Sebagai penjelasan tambahan, periu kiranya kami beritahukan

bahwa jumlah kavling yang tersedi ngat terbatas.. hanya 60

kaviing, dehgan ukuran 6 x 15, 7 x 15 , 8 X 15 & 13 x 15, dan
tentunya pnontas utama karm benkan kepada tetangga terdekat

: kavhng tersebut: -

Sebelumnya kaml mmta maaf atas terbengkalainya kavling tersebut

selama_ini, sehingga tidak terurus. Mudah - mudahan setelah

tercapainya kesepakatan ml maka kavmg - kaviing tersebut akan

- terurus dengan baik: © - . ~ -

Atas perhatian dan tanggapannya kami ycapkan terima kasih.

Hormat kami,

Titin & Niken
BKS. VESPA & BTP
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